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ABSTRAK

Nama : Taufiqullahil Farhan

NIM : 210105034

Fakultas/Prodi : Syari’ah dan Hukum / Hukum Tata Negara

Judul : Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak

Menurut Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 Dan Mas 'uliyah
Al-daulah Dalam Islam (Studi Kasus Di Kabupaten
Aceh Selatan)

Tebal Skripsi : 89 Halaman

Pembimbing I : Dr. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A.

Pembimbing 11 : Muslem, S.Ag., M.H.

Kata Kunci . Hak atas pekerjaan, Penghidupan yang layak,

Mas 'uliyah al-Daulah, Kesejahteraan masyarakat.

Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak merupakan amanat
konstitusi sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Dalam konteks Islam, konsep Mas uliyah al-daulah menempatkan pemerintah
sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam menjamin kesejahteraan rakyat
melalui kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umum (mashlahah
‘ammah). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
yuridis-normatif dan empiris yang mengkaji implementasi hak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak di Kabupaten Aceh Selatan melalui analisis
peraturan perundang-undangan, wawancara dengan Dinas Ketenagakerjaan,
serta studi ternadap data ketenagakerjaan daerah. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program
seperti pelatihan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan
ekonomi lokal, namun belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi
pengangguran dan ketimpangan sosial akibat rendahnya diversifikasi sektor
ekonomi dan keterbatasan lapangan kerja produktif. Dalam perspektif
Mas 'uliyah al-Daulah, pelaksanaan tanggung jawab pemerintah Aceh Selatan
terhadap pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak belum
sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sebagaimana
diajarkan dalam Islam. Pemerintah daerah perlu memperkuat peran sebagai
fasilitator dan pelindung hak rakyat melalui kebijakan yang inklusif,
berkeadilan, dan berkelanjutan. Integrasi antara prinsip Mas uliyah al-daulah
dan amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 diharapkan dapat menjadi landasan
moral dan yuridis dalam membangun tata kelola ketenagakerjaan yang adil,
berdaya saing, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Aceh Selatan.
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TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543h//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu
ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf

Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan
sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan

huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan

huruf latin:
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
i Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
Ba B Be
<
. Ta T Te
[
- Sa $ es (dengan titik di atas)
Jim J Je
C
c Ha h ha (dengan titik di bawah)
. Kha Kh ka dan ha
C
Dal d De
>
3 Zal 7 Zet (dengan titik di atas)
Ra r er
D)
) Zai z zet
B




Sin S es
S
. Syin S es dan ye
o y y Yy
Sad S es (dengan titik di bawah)
°
- Dad d de (dengan titik di bawah)
1 Ta t te (dengan titik di bawah)
5 Za V4 zet (dengan titik di
bawah)
¢ "ain koma terbalik (di atas)
. Gain g ge
C
b Fa f ef
h Qaf q Ki
5| Kaf k ka
J Lam | el
Mim m em
¢
B Nun n en
Wau w we
I
A Ha h ha
. Hamzah . apostrof
< Ya y ye
2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

Xi




Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
- Fathah a a
. Kasrah i i
> Dammah u u

2. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai

berikut:
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
6 Fathah dan ya ai adanu
N ; Fathah dan wau au adanu
Contoh:
- X Kkataba
- & faala
- k& suila
- X kaifa
- J}s haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Nama
Latin
6 | Fathah dan alif atau a a dan garis di atas
ya
& Kasrah dan ya 1 i dan garis di atas
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Dammah dan wau a u dan garis di atas

Contoh:
- Je qala
- L~ rama
- 7 qila

- 3}2-’ yaqilu

4. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammabh, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka ta’ marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.
Contoh:

- JUbY &%  raudah al-atfal/raudahtul atfal

- 5% 4.3 al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah

o,

- sl talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf,
yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- J%  nazzala

- 3 al-birr

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu JI, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
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Kata sandang yang diikuti oleh  huruf syamsiyah
ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “1” diganti
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh  huruf gamariyah
ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di
depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun gamariyah, kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa

sempang.
Contoh:
- U ar-rajulu
- & al-galamu
- M\ asy-syamsu
_ M aljalalu
7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang
terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.
Contoh:

[}
}}

- 326 ta’khuzu

“

- ix%  syai'un
- ¢ an-nau’u

-0 inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang
mengikutinya.
Contoh:

- GH s s Al 3 3 Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/

Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
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- B 5 BEE g Bismillahi majreha wa mursaha

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
SN R e Alhamdu lillahi rabbi al-'alamin/
Alhamdu lillahi rabbil “alamin
- (vw-jj\ ue:‘J\ Ar-rahmanir rahim/Ar-rahman ar-rahim

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan
Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan
kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak
dipergunakan.

Contoh:

- A S3aé A Allaghu gaflirun rahim

- \.sg} j}fﬁ!\ JJ Lillahi al-amru jamt an/Lillahil-amru jamT an
10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan llmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu berhak memperoleh pekerjaan yang layak beserta
penghidupan yang memadai, karena keduanya merupakan kebutuhan mendasar
bagi manusia. Selain berfungsi sebagai cara untuk memperoleh penghasilan,
pekerjaan yang bermutu turut mendukung peningkatan taraf hidup dan
memberikan kontribusi dalam menjaga serta mengangkat kehormatan manusia
di tengah masyarakat.

Dalam masyarakat modern, pekerjaan menjadi faktor utama menentukan
kualitas hidup seseorang, baik dari ekonomi, sosial maupun psikologis.
milenium, setelah puluhan tahun pembangunan ekonomi dan pertumbuhan
global, beberapa faktor yang terkait dengan hak atas standar hidup yang layak
adalah kesenjangan sosial, keterjangkauan perumahan, tingkat kemiskinan
produk domestik bruto dan sebagainya. Faktor ini menentukan standar hidup
yang dijalani oleh penduduk di suatu negara. Aspirasi bukan hanya untuk upah
yang lebih tinggi, ukuran ekonomi konvensional dari kualitas pekerjaan, tetapi
untuk perbaikan dalam semua aspek pekerjaan dan ketenagakerjaan yang
berkontribusi pada kesejahteraan.® Dengan demikian, tersedianya kesempatan
untuk memperoleh pekerjaan yang memadai serta lingkungan kerja yang sesuai
dengan martabat manusia merupakan faktor krusial dalam proses kemajuan
suatu bangsa.

Dalam realitasnya, masih banyak masyarakat yang mengalami kesulitan

memperoleh pekerjaan yang layak. Tingginya angka pengangguran dan

! Diane F. Frey (dkk), “A Human Rights Lens on Full Employment and Decent Work
in the 2030 Sustainable Development Agenda”, SAGE Open: Journal of Workplace Rights,
Vol. 6 No. 2, (2016), him. 7.



rendahnya standar upah, ketimpangan kesempatan kerja, kurangnya
perlindungan tenaga kerja masih menjadi masalah besar di Indonesia. Kondisi
ini menunjukkan bahwa meskipun pekerjaan tersedia, tapi tidak semua orang
menikmati pekerjaan yang memberikan jaminan kesejahteraan dan keamanan
kerja.

Permasalahan seputar tenaga kerja di Indonesia menyajikan dinamika
yang rumit dan belum sepenuhnya terpecahkan. Fluktuasi angka pengangguran,
ketidakcukupan besaran upah, serta kecenderungan berlanjutnya penerapan pola
kontrak maupun outsourcing yang mengurangi jaminan stabilitas bagi pekerja,
merupakan sejumlah hambatan signifikan dalam upaya pemenuhan hak
fundamental setiap individu untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang
bermartabat.’

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
khususnya pada Pasal 27 ayat (2), menegaskan bahwa setiap individu yang
berkewarganegaraan Indonesia memiliki hak fundamental untuk mendapatkan
pekerjaan serta kehidupan yang memenuhi standar kelayakan sesuai dengan
nilai-nilai kemanusiaan. Namun demikian, dalam praktik pada tingkat nasional,
implementasi terhadap hak tersebut belum sepenuhnya terwujud; masih terdapat
berbagai permasalahan yang menghambat terpenuhinya jaminan atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak.

Setiap manusia, sejak masa kelahirannya, secara alami memiliki hak
yang melekat sebagai bagian dari harkat dan eksistensi dirinya sebagai makhluk
bermartabat. Hak-hak tersebut merupakan atribut fundamental yang tidak dapat
dipisahkan dari inti kemanusiaan. Penggunaan dan perwujudan hak tersebut

senantiasa ditentukan oleh tingkat kesadaran serta tanggung jawab pribadi dalam

2 Hendra Wijayanto (dkk.), “Dinamika Permasalahan Ketenagakerjaan dan
Pengangguran di Indonesia”, Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan
Pembangunan, Vol. 10 No. 1, (2019), him. 1.



menjalani peran sosial dan berkontribusi di tengah kehidupan kenegaraan
maupun komunitas sosial.?

Dalam khazanah Fikih Siyasah, peranan pemerintah sebagai pihak yang
memegang otoritas (ulil amri) memiliki mandat tegas untuk memastikan
terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Tanggung jawab mereka meliputi
penyediaan kesempatan kerja serta jaminan kesejahteraan hidup yang memadai
bagi seluruh rakyat, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sebagaimana
dianjurkan dalam ajaran Islam. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam:
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Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang
berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara

manusia4hendaknya kamu menetapkannya dengan adil.... (QS. Al-Nisa’
[4]: 58).

Dalam pemerintahan Islam, asas keadilan dan tanggung jawab menjadi
landasan mendasar yang tak dapat dipisahkan. lbnu Taimiyah menekankan
bahwa setiap figur pemimpin memiliki beban berat atas Kedudukan yang
dipercayakan kepadanya, sebab  seluruh  kekuasaan yang diperoleh
sesungguhnya merupakan titipan dari Allah SWT vyang harus
dipertanggungjawabkan. la berkewajiban menegakkan keadilan, menjamin hak-
hak sosial masyarakat, melindungi yang lemah, serta memastikan kesejahteraan
rakyat secara merata. Selain itu, pemimpin harus menyediakan pelayanan publik
yang baik serta menjaga nilai moral dan spiritual masyarakat.

Dalam konteks ini, tanggung jawab pemerintah juga mencakup
pemenuhan hak-hak dasar rakyat, termasuk hak atas pekerjaan dan penghidupan

® Alwi Hasan (dkk), Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan
Nasional Balai Pustaka, 2005), hIm. 381-382.
*QS. An-Nisa’ (4): 58.



yang layak sebagai bagian dari amanah kepemimpinan.® Selain itu, Allah SWT

juga berfirman:

ey A G 6JJJ S35 ol 6;45‘ J*’*‘ “Jrv & 481 S0

Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dlanugerahkan
Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk
Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang
dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara
orang-orang kaya saja di antara kamu.... (QS. Al-Hasyr [59]: 7).°

Ayat tersebut menyoroti pentingnya keadilan dalam pembagian
kekayaan sebagai fondasi dalam tata kelola ekonomi Islam. Berdasarkan
pemaparan lbnu Katsir, yang dimaksud dengan harta fa’i sebagaimana yang
dijelaskan dalam Surah Al-Hasyr ayat 7 merupakan segala bentuk harta yang
diperoleh Rasulullah SAW tanpa melalui peperangan, contohnya harta milik
Bani Nadhir. Harta semacam ini diatur pemanfaatannya sedemikian rupa
sehingga dapat memberikan manfaat kepada beberapa golongan, yakni untuk
kepentingan Allah, Rasul, kerabatnya, anak-anak yatim, orang yang
membutuhkan, serta para musafir. Pengaturan ini merupakan upaya untuk
mencegah penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang kaya, sehingga
sumber daya ekonomi dapat dinikmati secara proporsional dan menyeluruh oleh
masyarakat yang membutuhkan. Ayat tersebut juga menegaskan kewajiban
menaati perintah Rasulullah SAW sebagai bentuk komitmen pada kemaslahatan
umat. Ibnu Katsir merangkum pesannya pada tiga hal pokok: keadilan dalam
distribusi harta, keharusan menyalurkannya sesuai syariat, dan ketaatan kepada
Rasul. Prinsip ini menjadi dasar bahwa pemerintah wajib memastikan

pemerataan kesejahteraan, termasuk menyediakan akses pekerjaan dan

® Jaenudin, “ Hak dan Kewajiban Kepala Negara Menurut Hukum Islam”, Jurnal
Hukum dan Kemanusian, Vol. 9 No. 2, (2015), him. 129.
® QS. Al-Hasyr (59): 7.



mencegah ketimpangan sosial. Konsep dasar kesejahteraan juga terdapat dalam
firman Allah SWT:

\@ 3! 08 o o8 11 o @

Yang telah memberi mereka makanan untuk menghilangkan lapar dan
mengamankan mereka dari rasa takut (QS. Quraisy [106]: 4).’

Mengacu pada urgensi permasalahan tersebut, diperlukan analisis yang
komprehensif terkait cara Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan melaksanakan
peran dan kewajibannya untuk memastikan terpenuhinya hak warga atas akses
pekerjaan serta kehidupan yang bermartabat. Selanjutnya, perlu ditelaah
kesesuaian antara strategi dan implementasi kebijakan pemerintah setempat
dengan kaidah-kaidah Fikih Siyasah. Melalui penelitian ini, diharapkan
terwujud sumbangsih pemikiran guna merumuskan tata kelola pemerintah
daerah yang adil dan berlandaskan ajaran Islam.

Aceh memiliki status istimewa melalui pengaturan yang diatur dalam
Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, sehingga
pemerintah di Kabupaten Aceh Selatan memperoleh otoritas yang cukup luas
untuk mengatur berbagai kepentingan daerah, termasuk di sektor sosial dan
ekonomi. Meski demikian, realitas di wilayah tersebut masih diwarnai beragam
tantangan, di antaranya adalah tingginya angka pengangguran, tingkat
kemiskinan yang belum teratasi secara optimal, serta kesenjangan dalam
perekonomian masyarakat. Kondisi tersebut menimbulkan keraguan terkait
efektivitas pelaksanaan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah setempat
dalam merealisasikan hak-hak fundamental masyarakat, terutama hak
memperoleh pekerjaan serta taraf hidup yang layak sebagaimana yang
diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Merujuk pada hasil Survei Angkatan Kerja Nasional di Kabupaten Aceh

Selatan, terlihat adanya kecenderungan kenaikan jumlah individu yang

" QS. Al-Quraisy (106): 4.
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memperoleh pekerjaan setiap tahunnya. Data mencatat bahwa pada tahun 2022
terdapat 2.379.830 orang yang bekerja, kemudian naik menjadi 2.448.650 orang
di tahun 2023, dan pada bulan Februari 2024 jumlahnya bertambah lagi hingga
mencapai 2.481.871 orang. Meski angka tersebut memperlihatkan dinamika
positif dalam pertumbuhan tenaga kerja, kenyataan di lapangan menunjukkan
bahwa belum sepenuhnya permasalahan terkait kualitas pekerjaan dan taraf
hidup layak berhasil diatasi. Sebagian besar pekerja masih bertumpu pada sektor
informal yang umumnya menawarkan penghasilan di bawah standar kebutuhan
dasar.

UMR 2025 / UMK Tingkat Il Kabupaten Aceh Selatan disesuaikan
dengan standar upah minimum provinsi yang ditetapkan setiap tahunnya sebesar
Rp. 3.685.616,-(Tiga juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam
belas rupiah).® Peningkatan jumlah pekerja tidak berbanding lurus dengan
peningkatan kesejahteraan. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah
daerah dalam merancang kebijakan ketenagakerjaan yang tidak hanya fokus
pada kuantitas, tetapi juga kualitas. Belum adanya peraturan daerah yang secara
komprehensif mengatur perlindungan hak pekerja juga menjadi indikator
lemahnya perhatian terhadap implementasi dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2)
di tingkat lokal.

Sehubungan dengan permasalahan di atas maka menarik untuk dikaji
lebih jauh hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dengan judul
penelitian: Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan Yang Layak menurut Pasal 27
ayat (2) UUD 1945 dan Mas 'uliyah Al-daulah dalam Islam (Studi Kasus di
Kabupaten Aceh Selatan)

8 Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.15.14.1/342/2024 Tentang Penetapan Upah
Minimum Provinsi Aceh Tahun 2025.



B. Rumusan Masalah
Merujuk pada penjelasan yang telah dipaparkan dalam bagian
pendahuluan sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua isu
utama yang menjadi fokus kajian. Adapun pertanyaan penelitian yang akan
digali dapat dirumuskan sebagai berikut:
1. Bagaimana bentuk implementasi hak atas pekerjaan dan kehidupan yang
layak yang telah diterapkan oleh pemerintah Aceh Selatan?
2. Apakah implementasi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
menurut Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang telah diterapkan pemerintah
Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan perspektif Mas ‘uliyah Al-daulah

dalam Islam?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari identifikasi permasalahan yang telah diuraikan
sebelumnya, penelitian ini diarahkan untuk mencapai sejumlah sasaran sebagai
berikut:

1. Mengidentifikasi wujud konkret pelaksanaan hak memperoleh pekerjaan
serta kehidupan yang layak bagi warga, sebagaimana telah diupayakan
oleh pemerintah di wilayah Kabupaten Aceh Selatan.

2. Mengkaji secara mendalam pelaksanaan hak memperoleh pekerjaan serta
kehidupan yang layak sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 27 ayat (2)
Undang-Undang Dasar 1945 yang digulirkan oleh pemerintahan
Kabupaten Aceh Selatan, dengan menempatkan analisis pada tanggung
jawab negara (Mas uliyah Al-Daulah) menurut prinsip-prinsip hukum

Islam.

D. Penjelasan Istilah
Terdapat beberapa penggunaan Kkata istilah yang memiliki kaitan dengan

penelitian di bawah ini, peneliti akan mengangkat beberapa kata istilah dan



menjelaskan maknanya digunakan untuk memperjelas pemahaman terhadap
penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa istilah yang sering digunakan
dalam penelitian ini yaitu:

1. Hak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “hak” merujuk pada
otoritas atau legitimasi yang dimiliki seseorang untuk mengambil tindakan
tertentu, yang didapatkan melalui peraturan, undang-undang, maupun norma
yang berlaku secara resmi. Hak mencakup kekuasaan yang benar atas suatu
objek atau kondisi tertentu, termasuk wewenang menuntut sesuatu secara
hukum.® Sementara itu, dalam perspektif hukum, hak merujuk pada
kemampuan seseorang untuk bertindak sesuai dengan kehendak sendiri yang
dijamin peraturan perundang-undangan, serta memberikan kebebasan hukum
kepada individu untuk dapat menjalankan atau tidak menjalankan suatu
tindakan dalam kerangka aturan yang berlaku.

Sudikno Mertokusumo mengemukakan bahwa hak merupakan suatu
bentuk kepentingan yang memperoleh perlindungan dari hukum.
Kepentingan itu sendiri dipahami sebagai tuntutan atau aspirasi dari individu
maupun kelompok masyarakat yang diharapkan dapat terpenuhi sesuali
dengan situasi dan kondisi tertentu. Pada hakikatnya, setiap kepentingan
mengandung unsur kekuasaan atau - otoritas untuk bertindak, yang
keberadaannya diakui, dijamin, dan dilindungi oleh hukum demi menjamin
pelaksanaannya secara sah dan adil dalam kehidupan bermasyarakat.'

2. Pekerjaan
Istilah pekerjaan berakar dari kata kerja, yang menurut Kamus Besar

Bahasa Indonesia (KBBI) memuat makna aktivitas atau tindakan dalam

® Alwi Hasan (dkk), Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan
Nasional Balai Pustaka, 2005), hIm. 381-382.

19 sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1985), him. 43.



menjalankan suatu tugas. Ketika kata dasar tersebut memperoleh imbuhan
"pe-" di bagian depan dan akhiran "-an" di belakang, ia membentuk kata
"pekerjaan™. Konsepsi ini menunjukkan segala sesuatu yang menjadi objek
tindakan, baik berupa hasil dari aktivitas maupun kegiatan tertentu yang
bertujuan memperoleh upah atau penghidupan. Dalam kajian lain, pekerjaan
sebagai suatu konsep yang bersifat dinamis, yang punya banyak makna dan
padanan kata. Pekerjaan mengandung arti penting atas aktivitas yang
menyita waktu, tenaga, pikiran, dengan harapan mendapatkan imbalan
tertentu.’* Pekerjaan ialah perpaduan antara keterampilan dan pengetahuan
yang terus berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Pekerjaan adalah
aktivitas sosial di mana individu atau kelompok mengalokasikan tenaga,
waktu, dan usaha dalam ruang tertentu, baik dengan tujuan mendapatkan
kompensasi maupun semata-mata sebagai bentuk pengabdian atau tanggung
jawab terhadap sesama.
3. Penghidupan yang Layak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah “penghidupan yang
layak” menggambarkan suatu keadaan hidup yang mampu memenuhi
seluruh kebutuhan mendasar manusia secara cukup dan wajar, serta
menjamin rasa aman, kenyamanan, dan kesejahteraan dalam menjalani
kehidupan sehari-hari. Penghidupan yang layak juga mengandung makna
tersedianya akses terhadap pekerjaan yang bermartabat, sistem jaminan

sosial yang memadai, dan lingkungan hidup yang sehat serta mendukung.

1 Refi Meisartika (dkk), “Karakteristik Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja
Pegawai Kantor Camat Meurebo Kabupaten Aceh Barat”, Fair Value: Jurnal llmiah Akuntansi
dan Keuangan, Vol. 4 No. 2, (2021), him. 513.

2 Dani Permana (dkk), “Penerapan Activity Based Costing System Sebagai Dasar
Penentuan Harga Sewa Room Karaoke (Study Kasus pada NAV Karaoke Keluarga Cabang
Braga Citywalk)”, Fair Value: Jurnal limiah Akuntansi dan Keuangan, Vol. 4 No. 1, (2021),
him. 106-124.
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Secara terminologis, KBBI mengartikan “penghidupan” sebagai cara
memperoleh nafkah atau sumber mata pencaharian, sementara “layak”
berarti pantas, sesuai, atau patut. Dengan demikian, penghidupan yang layak
dapat diartikan sebagai suatu cara mencari nafkah yang sesuai dengan
standar kehidupan manusiawi, yang mampu memberikan kepastian,
ketenteraman, dan kesejahteraan bagi individu maupun keluarganya.
Penghidupan yang layak merujuk pada suatu kondisi kehidupan yang
diperoleh melalui pemenuhan kebutuhan pokok seseorang dan keluarganya
secara proporsional, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.*®
4. Mas uliyah Al-Daulah

Frasa mas "uliyah daulah terbentuk dari dua kosakata yang masing-
masing memiliki arti tersendiri. Kata Mas uliyah secara lughawi/bahasa
berasal kata dasar sa’ala. Kata sa’ala kemudian membentuk derivasi kata
seperti su’ala-mas’alah artinya ralaba (meminta), ista’ta (minta sedekah
atau pemberian), dan istad’a (memohon). Kata tersebut memiliki banyak
turunan kata, salah satunya adalah al-mas 7/ (yang ditanya, yang diminta
pertanggungjawaban) al-mas ‘iliyah, bermakna al-tabi’ah (pertanggung
jawab).'* Istilah mas‘iliyah juga berarti penuh rasa tanggung jawab,™ atau
dimaknai juga dengan istilah akuntabilitas.*®

Selanjutnya istilah al-daulah berasal dari kata dawala atau dala

(huruf waw diganti dengan alif karena proses i’lal atau perubahan dengan

BHardyati, Desty Puteri, (dkk), “Pemenuhan Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak di
Masa Bonus Demografi”, Jurnal llmiah Wahana Pendidikan, Vo. 9 No. 12, (2023), him. 130-
139.

Y“Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, Kamus al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab
(Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), him. 600.

“Muhammad Yasir Yusuf, Islamic Corporate Social Responsibility (I-CRS) Pada
Lembaga Keuangan Syariah (LKS): Teori Dan Praktik (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2017), him. 80.

Ahmad Ifham Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah (Jakarta: GM-Gramedia
Pustaka Utama, 2013), him. 294.
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penggantian huruf untuk tujuan memudahkan dalam penyebutkan) secara
harfiah/bahasa artinya berputar, berubah, atau berganti. Kata dawala atau
dala ini kemudian membentuk istilah daulah, selanjutnya membentuk
beragam istilah lainnya, termasuk al-daulah yang bentuk jamaknya adalah
duwalun, bermakna al-hukimah (pemerintah, negara), al-mamlakah
(kerajaan), atau al-‘G’ilah al-hakimah (dinasti).’” Kata al-daulah secara
bahasa juga bermakna perubahan masa dan kesudahan, kemenangan di
dalam perang, keberhasilan kemenangan terhadap musuh, nama beberapa
hal yang bergulir.*®

Dengan merujuk pada istilah tersebut, secara garis besar dapat
disimpulkan bahwa mas iliyah al-daulah merupakan kewajiban yang
diemban oleh negara dalam menjalankan peran dan fungsinya sebagai
otoritas pemerintahan.’® Dengan kata lain, masilivah al-daulah adalah
tanggung jawab negara.” Di dalam penerapan istilah tersebut dalam konteks
ekonomi, tanggung jawab negara mencakup tiga prinsip dasar, yaitu
tanggung jawab negara terkait jaminan sosial, tanggung jawab negara
terhadap keseimbangan sosial, dan tanggung jawab negara terkait intervensi
pasar.?* Dalam konteks negara dan hukum Islam, maka konsep mas iliyah
daulah menekankan serta menugaskan negara untuk menjamin kebutuhan

seluruh individu.??

Y'Munawwir dan Fairuz, Kamus Munawwir ..., him. 433-434.

¥AlT Muhammad Al-Sallabi, Al-Daulah Al-Hadisah Al-Muslimah: Da’aimuha wa
Waza 'ifuha, (Terj: Ali Nurdin), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), him. 33-34.

YAbd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia,
Edisi Revisi (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), him. 92.

®Imron Fathurohman dkk., “Islamic Economic Politics in Perspective Al-Qur’an and
Al-Hadits,” International Conference on Islamic Studies Vol. 3, no. 2, (12 Oktober 2022): him.
339-341, doi:https://ejournal.iaforis.or.id/index.php/icois/article/view/151.

“'Muhammad Baqir Al-Sadr, Iqtisaduna, (Terj: Yudi) (Jakarta: Zahra, 2008), him. 455,
467 dan 485.

*Havis Aravik, Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer, (Jakarta: Kencana
Prenada Media Group, 2017), him. 21.
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Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, istilah mas iliyah
daulah diacu sebagai kewajiban negara baik pada tingkat nasional maupun
pemerintahan daerah dalam memfasilitasi pemenuhan hak-hak fundamental
warga atas kesempatan kerja dan taraf hidup yang layak. Makna tersebut
mencakup tanggung jawab institusi pemerintah secara menyeluruh dalam
menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana

dimandatkan oleh hukum.

E. Kajian Pustaka

Sejumlah penelitian sebelumnya telah menyoroti hak setiap warga
negara untuk memperoleh pekerjaan serta kehidupan yang layak. Namun, uraian
tersebut belum sepenuhnya menjangkau persoalan yang menjadi fokus utama
dalam penelitian ini, terutama dalam konteks pemenuhan hak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan pada
periode 2022 hingga 2024. Adapun di bawabh ini dipaparkan beberapa studi yang
memiliki keterkaitan dan relevansi dengan pokok pembahasan yang diangkat.

Penelitian Risca Noor Syamsiah, dengan judul: Tanggungjawab Negara
Terhadap Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Mewujudkan
Penghidupan Masyarakat Yang Layak Dikaitkan Dengan Undang-Undang
No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Temuan penelitian
menunjukkan bahwa realisasi hak setiap warga negara terkait kesempatan kerja
serta standar hidup yang memadai, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2)
Undang-Undang Dasar 1945, belum optimal sesuai harapan. Hal ini tercermin
melalui statistik yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS), yang
mengindikasikan tingkat pengangguran yang masih signifikan dan kualitas

kesejahteraan masyarakat yang belum memenuhi kategori layak.?

Risca Noor Syamsiah, “Tanggungjawab Negara terhadap Pasal 27 Ayat (2) Undang-
Undang Dasar 1945 dalam Mewujudkan Penghidupan Masyarakat yang Layak Dikaitkan
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Penelitian Harfinawati berjudul: Penerapan Konsep al-Mas uliyah
dalam Meminimalisir Dampak Sosial Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur.
Penelitian ini mengungkapkan bahwa prinsip Mas 'uliyah telah diterapkan oleh
para wirausahawan, terbukti dengan kepatuhan mereka terhadap ketentuan
hukum yang ada. Meski demikian, jika ditinjau dari aspek etis, tanggung jawab
mereka tidak hanya terbatas pada lingkup perorangan (Mas ‘uliyah al-afrad),
melainkan juga mencakup kewajiban sosial di lingkungan masyarakat
(Mas 'uliyah al-mujtama) yang menjadi bagian dari komitmen mereka.?*

Penelitian Dina Lusianti, Widodo, dan Mulyana dengan judul:
Mas uliyah Society Brand Resonance: Enhancing Sustainable Marketing
Performance of the National Health Insurance Program. Hasil penelitian bahwa
Mas 'uliyah society brand resonance berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja pemasaran berkelanjutan dari program Jaminan Kesehatan Nasional.
Tanggung jawab atas program JKI memperkuat keterhubungan dengan peserta,
sehingga mendorong sistem yang lebih berkelanjutan.?

Penelitian Arif Wifandani, judul Analisis Magashid Syariah Terhadap
Implementasi Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 tentang Hak Atas Pekerjaan dan
Penghidupan yang Layak bagi Warga Negara (Studi di Kelurahan Kelapa
Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara). Proses
penerapan ketentuan Pasal 27 oleh pemerintah masih dihadapkan pada tantangan
yang kompleks, di antaranya minimnya akses dan kualitas pendidikan
masyarakat, letak wilayah yang menyulitkan pembangunan, instabilitas di

bidang sosial-politik, lemahnya kemampuan ekonomi rakyat, serta pemahaman

dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”. Penelitian
lImiah-Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2016, him. 60.

*Harfinawati, “Penerapan Konsep Mas uliyah dalam Meminimalisir Dampak Sosial
Usaha Peternakan Ayam Ras Petelur”. Jurnal Tsarwah, Vol. 5, No. 2, Desember 2022, him. 69.

®Dina Lusianti, Widodo, & Mulyana, “Mas ulivah Society Brand Resonance:
Enhancing Sustainable Marketing Performance of the National Health Insurance Program”.
Jurnal Qubahan Academic Journal, Vol. 4, No. 3, September 2024, him. 619.
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terhadap norma hukum yang belum memadai. Pelaksanaan Pasal 27 tersebut
pada dasarnya selaras dengan prinsip dasar dalam maqasid syariah, terutama
dalam memastikan perlindungan terhadap aset dan kekayaan (%ifz al-mal) serta
menjamin keselamatan dan kesejahteraan kehidupan manusia (kifz al-nafs).®

Penelitian Prabhpreet Singh, judul Right to Adequate Standart of Living:
A Comparative Study in India. Penelitian ini menyajikan analisis mengenai
jaminan terhadap standar kehidupan yang memadai berdasarkan sudut pandang
India serta beberapa negara di kawasan Eropa, khususnya penekanan pada aspek
perlindungan hak-hak sosial, ekonomi, dan politik warga negara, yang meliputi
akses terhadap tempat tinggal, kecukupan pangan, gizi yang terpenuhi, serta
ketetapan upah minimum. Selain itu, kajian ini mengkaji secara komprehensif
kontribusi instrumen hukum internasional seperti European Convention on
Human Rights and Fundamental Freedom dan European Social Charter dalam
mengukuhkan perlindungan hak atas standar hidup mencukupi, serta menyoroti
tanggung jawab peradilan domestik dalam implementasi hak tersebut di tingkat
nasional.”’

Penelitian Desy Kiat: “Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan dan
Penghidupan yang Layak dalam Negara yang Mengalami Krisis Ekonomi.
Penelitian ini menemukan bahwa Kkrisis ekonomi yang melanda Sri Lanka
memberikan dampak signifikan terhadap pemenuhan hak-hak dasar manusia,
khususnya ketika dikaji dalam lingkup pertemuan internasional yang membahas
isu hak asasi. Persoalan tersebut memicu keraguan dan perdebatan di tingkat

global, terutama mengenai realisasi hak-hak ekonomi, sosial, serta kebudayaan.

% Arif Wifandani, “Analisis Magashid Syariah Terhadap Implementasi Pasal 27 ayat
(2) UUD 1945 tentang Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak bagi Warga Negara
(Studi di Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)”,
(Penelitian llmiah (Skripsi), Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2021), him. 1-98.

27 Prabhpreet Singh, “Right to Adequate Standard of Living: A Comperative Study in

India”, Perspectives of Law and Public Administration, Vol. 10 Iss 3, (December 2021), him.
371-379.
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Dalam konteks ini, regulasi internasional seperti ICESCR menempatkan
kewajiban pada negara untuk melakukan langkah-langkah konkret guna
memastikan terjaminnya hak-hak yang berhubungan dengan kualitas hidup
warganya.?®

Penelitian M. Zidnie Alfian Barik, judul Pelaksanaan Tanggung Jawab
Negara dalam Memenuhi Hak Warga Negara atas Pekerjaan yang Layak pada
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember. Hasil penelitiannya menunjukkan
bahwa Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember memiliki program seperti
mendatangkan investor, menyelenggarakan bursa kerja (Job Fair), peluncuran
aplikasi J-Sigajah, pelatihan kerja, serta pengawasan terhadap perusahaan.”

Penelitian Rian Hidayat: “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat
Pengangguran di Kabupaten Takalar. Temuan penelitian mengidentifikasi tiga
faktor utama yang berdampak terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten
Takalar, yaitu kisaran upah minimum, jumlah populasi, serta laju pertumbuhan
ekonomi daerah. Dalam studi ini, peneliti memanfaatkan data sekunder dari
periode 2013 hingga 2022 dan melakukan analisis menggunakan metode regresi
linier berganda.

Berdasarkan hasil pemodelan tersebut, terungkap bahwa kenaikan upah
minimum secara nyata berkorelasi negatif terhadap tingkat pengangguran, yang
berarti peningkatan upah minimum cenderung menurunkan angka pengangguran

secara signifikan.®

% Desy Kiat, “Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak dalam
Negara yang Mengalami Krisis Ekonomi”, TATOHI: Jurnal llmu Hukum, Vol. 4 No. 5, (Juli
2024), him. 327-336.

M. Zidnie Alfian Barik, “Pelaksanaan Tanggung Jawab Negara dalam Memenuhi Hak
Warga Negara atas Pekerjaan yang Layak pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember”,
(Penelitian lImiah ( Skripsi), Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq, 2024),
him. 1-89.

*Rian Hidayat, “Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengangguran di Kab. Takalar”,
(Penelitian llmiah (Skripsi), Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2024), him. 1-78.
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Sebagaimana terlihat dari hasil-hasil penelitian terdahulu, ditemukan
titik-titik kesamaan sekaligus perbedaan dengan penelitian yang sedang dibahas
ini. Kesesamaan utama terletak pada eksplorasi Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945
yang menjadi objek telaah bersama. Namun, pembeda yang signifikan muncul
pada ranah analisis, khususnya dari segi pembahasan tanggung jawab negara
dalam kerangka Mas uliyah al-daulah menurut perspektif Islam. Porsi
pembahasan mengenai konsep tersebut tampak masih kurang diangkat secara
mendalam dalam studi-studi sebelumnya, sehingga hal itu memberikan corak

keunikan tersendiri pada penelitian ini.

F. Metode Penelitian
Dalam kerangka penelitian, metode berperan sebagai bagian integral dari
instrumen kendali metodologis. Istilah metode mengacu pada sarana yang
dimanfaatkan oleh peneliti dalam memperoleh data, informasi, maupun fakta-
fakta yang bersifat empiris. Hakikat dari metode penelitian terletak pada
pendekatan yang bersandar pada prinsip-prinsip ilmiah demi mendapatkan data
yang relevan sesuai dengan kepentingan tertentu. Penekanan pada cara ilmiah
menunjukkan bahwa proses pengumpulan data harus berpijak pada karakteristik
ilmu pengetahuan, yakni berdasarkan pada pemikiran yang logis, dapat
dibuktikan secara empiris, dan tersusun secara teratur serta berurutan.*
1. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menerapkan dua metode analisis, yakni pendekatan
berdasarkan regulasi hukum positif (statute approach) dan pendekatan
berbasis konsep (conceptual approach). Pendekatan regulatif digunakan

untuk memahami ketentuan peraturan yang relevan, sementara pendekatan

*1Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta,
2013), him. 2.
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konseptual bertumpu pada pemikiran-pemikiran serta doktrin yang telah
diakui dan berkembang dalam disiplin hukum.*
2. Jenis Penelitian

Kajian dalam bidang hukum dapat digolongkan ke dalam dua
kategori utama, yakni analisis hukum bersifat normatif (yuridis-normatif)
serta studi hukum yang berorientasi pada aspek sosiologis atau empiris
(yuridis-empiris).>®* Dalam penelitian ini diterapkan pendekatan hukum
empiris yang berfokus pada penelusuran dan analisis terhadap dinamika
serta penerapan aturan hukum di lapangan, khususnya di wilayah Kabupaten
Aceh Selatan. Metode semacam ini dikenal pula sebagai penelitian hukum
berbasis lapangan, di mana proses pengumpulan data dan kajian mendalam
dilakukan terhadap berbagai fenomena yang berkaitan dengan pemenuhan
dan perlindungan hak masyarakat, khususnya hak atas pekerjaan serta
kesejahteraan hidup yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Sumber Data

Penelitian ini tidak semata-mata didasarkan pada observasi lapangan,
melainkan turut mengandalkan literatur sebagai sumber informasi utama.
Adapun jenis data yang digunakan terbagi dalam tiga macam materi hukum,
yakni: pertama, bahan hukum primer yang meliputi dokumen otentik dan
peraturan perundang-undangan terkait; kedua, bahan hukum sekunder
berupa karya ilmiah, buku referensi, dan hasil penelitian terdahulu; ketiga,
bahan hukum tersier yang mencakup ensiklopedia, kamus hukum, serta

sumber penjelas lainnya guna memperkaya analisis.

%2 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), him. 172.

* Jonaedi Efendi dan Johnny lbrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan
Empiris, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2018), him. 149.
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a. Data utama dalam penelitian ini mencakup informasi inti yang
bersumber langsung dari subjek studi, diperoleh melalui metode
wawancara, pengamatan lapangan, serta telaah dokumen. Selain itu,
rujukan terhadap Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 turut menjadi elemen
utama yang digunakan dalam rangka memperdalam analisis terhadap
isu yang diteliti.

b. Bahan hukum sekunder berperan sebagai pelengkap dan pendukung
terhadap bahan hukum primer, dengan lingkup berupa literatur atau
karya tulis ilmiah di bidang hukum. Buku-buku hukum menjadi salah
satu contoh utama dari kategori ini.

1) Muhammad Ridha AI-Nimr, Mas ‘uliyyah Daulah ‘An Ta 'widh
‘An Akhtha’ Qadha’.

2) Yusuf Al-Qaradawi, Min Fikih Al-Daulah.

3) Ali Muhammad Al-Sallabi, Al-daulah Al-Hadisah Al-Muslimah.

4) Philipus M.H, Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia

5) Soeprapto, Hak Asasi Manusia dan Pekerja di Indonesia

c. Bahan hukum tersier merupakan sumber pendukung yang berfungsi
memperkaya dan memperluas analisis dalam penelitian ini,
contohnya meliputi:

1) Kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

2) Ensiklopedia hukum atau ensiklopedia konstitusi

3) Jurnal ilmiah, dan artikel dan bahan kepustakaan lainnya
4. Teknik Pengumpulan Data

Jenis kajian hukum yang digunakan didasarkan pada pendekatan
empiris, di mana proses pengumpulan informasi dilakukan melalui observasi
langsung di lapangan sekaligus analisis literatur terkait. Dalam kajian ini,
sumber data diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama, yakni bahan

hukum utama, pendukung, dan pelengkap. Dengan demikian, seluruh proses
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identifikasi dan pengumpulan data diatur berdasarkan klasifikasi bahan
hukum yang relevan sesuai kebutuhan penelitian.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini diterapkan melalui
dua pendekatan utama. Pada aspek penelitian lapangan, sejumlah teknik
dipergunakan guna memperoleh data, meliputi sebagai berikut:

a. Wawancara dengan informan penelitian, Pihak-pihak yang berkaitan
erat dengan topik penelitian ini meliputi pakar bidang hukum, unsur
pemerintahan daerah di Kabupaten Aceh Selatan, pimpinan lembaga
yang membidangi ketenagakerjaan dan transmigrasi, kelompok
individu yang tengah mencari lapangan kerja maupun yang telah
bekerja, serta elemen lain yang memiliki keterhubungan dengan
fokus kajian.

b. Observasi, Meninjau realitas sosial di Kabupaten Aceh Selatan
terkait terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh pekerjaan
serta kualitas kehidupan yang layak.

c. Studi Dokumentasi, berbagai dokumen yang Dberkaitan dengan
pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan serta
standar kehidupan yang layak.

Dalam rangka memperoleh data pustaka, dilakukan serangkaian
tahapan pengumpulan informasi berupa:

a. Upaya memperoleh sumber-sumber hukum yang telah dirumuskan
sebelumnya dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan
menelusuri berbagai literatur atau referensi melalui survei buku yang
tersedia di perpustakaan.

b. Menghimpun data dari berbagai sumber, meliputi literatur, artikel
ilmiah, serta jurnal yang diakui kredibilitasnya, berkenaan dengan
tema riset, yang dikategorikan sebagai bahan hukum utama,

pendukung, maupun tambahan.
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c. Proses telaah dilakukan dengan cara menelaah, mendalami, serta
menafsirkan materi yang terkandung dalam berbagai referensi hukum
tata negara beserta literatur pendukung lainnya.

5. Objektivitas dan Validasi data

Keabsahan data dalam penelitian ini dipastikan melalui
pemanfaatan informasi yang nyata, terukur, dan tidak dipengaruhi oleh
sudut pandang pribadi. Pengumpulan data dilakukan dengan merujuk
pada sumber terpercaya, di antaranya hasil Survei Angkatan Kerja
Nasional (Sakernas) yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS)
Kabupaten Aceh Selatan untuk periode 2022-2024, serta data yang
diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan maupun lembaga pemerintah
terkait lainnya. Selain itu, landasan hukum yang digunakan meliputi
peraturan-peraturan seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta Qanun Aceh
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan, yang seluruhnya
dijadikan referensi normatif untuk menjamin netralitas serta menghindari
bias kepentingan tertentu.

Validitas data melalui teknik triangulasi, membandingkan data
dari berbagai sumber untuk memastikan keakuratannya. Sebagai contoh,
data statistik mengenai jumlah penduduk bekerja, tingkat pengangguran
dibandingkan dengan data lapangan dan dokumentasi resmi. Peneliti
juga melakukan pemeriksaan ulang terhadap angka-angka kuantitatif dan
membandingkannya dengan teori serta hasil penelitian terdahulu dari
jurnal dan buku ilmiah, guna menjamin konsistensi dan kesesuaian
antara data empirik dan teori. Dengan langkah-langkah tersebut,
penelitian ini diharapkan menghasilkan analisis yang objektif, valid, dan

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
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6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan teknik triangulasi
kualitatif sebagai metode utama dalam menganalisis data yang dihimpun.
Pendekatan multimetode tersebut digunakan mulai dari tahap eksplorasi
hingga proses pengolahan dan evaluasi data, dengan tujuan memperoleh
gambaran yang komprehensif terkait pelaksanaan ketentuan Pasal 27
ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, khususnya mengenai hak
memperoleh pekerjaan serta kehidupan yang layak di Kabupaten Aceh
Selatan pada kurun waktu 2022-2024. Sistematika analisis disusun
secara berjenjang, di mana peneliti membandingkan substansi norma
hukum yang diharapkan (das sollen) dengan realitas empiris yang
teramati (das sein), sehingga dapat diidentifikasi tingkat relevansi
maupun potensi ketidaksesuaian antara regulasi dan pelaksanaannya. Di
samping itu, proses interpretasi data dilakukan dengan merujuk pada
kerangka hukum tata negara dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yang
kemudian ditautkan dengan teori konstitusi guna memperkuat pondasi
evaluasi yuridis yang dijalankan dalam penelitian ini.

7. Pedoman Penulisan

Penyusunan karya ilmiah ini merujuk pada pedoman penulisan
yang dikeluarkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Ar-Raniry Banda Aceh edisi 2018, yang kemudian mengalami
pembaruan pada tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam pelaksanaan penelitian ini, struktur karya diatur berdasarkan
prinsip-prinsip penulisan akademik, yang merujuk pada penciptaan empat
bagian utama. Masing-masing bagian utama tersebut selanjutnya dipecah ke
dalam sejumlah subbagian untuk memberikan fokus dan pembahasan yang

sistematis pada setiap aspek yang diteliti.
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Bab pertama yaitu pendahuluan, bab ini memuat uraian mengenai latar
belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka
teori dan kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan.
Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai arah dan
tujuan dari penelitian.

Bab kedua merupakan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak,
bab ini membahas secara konseptual mengenai hak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak baik dari perspektif hukum positif maupun dalam
pandangan Islam, Pada bab ini dijelaskan beberapa aspek penting, yaitu definisi
dan dasar hukum hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak menurut
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan
perundang-undangan terkait. Selanjutnya dijelaskan pula konsep Mas ‘uliyah Al-
daulah (tanggung jawab negara) dalam Islam, meliputi definisi, dasar hukum
syar’i, serta bentuk dan contoh penerapan Mas ‘uliyah Al-daulah dalam sejarah
pemerintahan Islam. Bab ini bertujuan memberikan landasan teoritis untuk
memahami hubungan antara tanggung jawab negara dan pemenuhan hak rakyat
dalam konteks kelslaman.

Bab ketiga membahas pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan
yang layak di Kabupaten Aceh Selatan, dimulai dengan gambaran umum
mengenai kondisi geografis, sosial-ekonomi, dan struktur pemerintahan daerah.
Selanjutnya, bab ini menguraikan = bentuk implementasi kebijakan
ketenagakerjaan serta program pemerintah yang mendukung peningkatan
kesejahteraan dan pemberdayaan tenaga kerja. Terakhir, bab ini menyajikan
analisis terhadap pelaksanaan hak tersebut dengan merujuk pada Pasal 27 ayat
(2) UUD 1945 dan prinsip Mas 'uliyah al-daulah dalam Islam untuk menilai
keselarasan tanggung jawab pemerintah daerah dengan ketentuan konstitusional
dan nilai-nilai Islam.

Bab keempat merupakan penutup, bab ini berisi kesimpulan dari hasil

penelitian, serta saran-saran Yyang ditujukan kepada pemerintah pusat,
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pemerintah daerah, maupun masyarakat, agar pelaksanaan hak warga negara

atas pekerjaan dan penghidupan layak dapat lebih maksimal ke depan.



BAB DUA
HAK ATAS PEKERJAAN DAN PENGHIDUPAN YANG
LAYAK

A. Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan Yang Layak

1. Definisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ‘hak' merujuk
pada izin atau otoritas resmi yang membolehkan individu melakukan
tertentu, yang asal-usulnya bersumber dari regulasi, ketentuan hukum, atau
aturan normatif yang sedang berlaku. Hak juga mencakup kekuasaan yang
benar atas suatu objek atau kondisi tertentu, termasuk wewenang menuntut
suatu secara hukum.** Dalam perspektif hukum, hak merujuk pada
kemampuan seseorang untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri
yang dijamin oleh perundang-undangan, menimbulkan kewajiban bagi pihak
lain untuk bertindak dengan cara tertentu sebagaimana diperintahkan oleh
hukum, memberi kebebasan hukum kepada individu untuk menjalankan atau
tidak menjalankan suatu tindakan.

Pengertian hak juga tercermin dalam berbagai regulasi nasional.
Salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
mengenai Hak Asasi Manusia. Di dalam peraturan tersebut, seluruh konsep
mengenai hak dikaitkan dengan istilah hak asasi manusia. Lebih lanjut,
ketentuan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tersebut menegaskan hal
tersebut secara eksplisit.

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha
Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung
tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap

# Alwi Hasan (dkk), Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen Pendidikan
Nasional Balai Pustaka, 2005), hIm. 381-382.
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orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat

. 5 35
manusia”.

Kemudian, di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja, terdapat pengaturan mengenai aspek hak, meskipun undang-
undang tersebut tidak secara eksplisit merumuskan pengertian hak. Namun
demikian, terkait hak-hak yang dimiliki pekerja, dapat ditemukan dalam
Pasal 88 yang menegaskan bahwa setiap tenaga kerja ataupun buruh
mempunyai hak atas standar kehidupan yang bermartabat sesuai nilai-nilai
kemanusiaan. Dalam rangka memenuhi hak tersebut, pemerintah mengambil
langkah berupa kebijakan pengupahan sebagai bentuk implementasi dalam
menjamin terpenuhinya hak pekerja atas penghidupan yang layak dari segi
kemanusiaan.

Selaras dengan pemikiran mengenai hak, aturan terkait juga
tercantum dalam regulasi ketenagakerjaan Aceh, tepatnya dalam Qanun
Aceh Nomor 7 Tahun 2014. Pada Pasal 38 ayat (3), disebutkan bahwa
berbagai hak pekerja yang harus dijamin meliputi hak untuk memperoleh
cuti bagi yang masa kerjanya telah memenuhi persyaratan, jaminan sosial,
tunjangan hari raya, serta waktu istirahat sedikitnya sehari setiap minggunya.
Selain itu, pekerja berhak menerima kompensasi jika hubungan kerja
berakhir dari perusahaan penyedia tenaga kerja, memperoleh penyesuaian
pengupahan berdasarkan lamanya masa kerja yang sudah ditempuh, serta
hak-hak lainnya sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan

yang berlaku.®

*Taupik Hidayat, Hukum Penyadapan dalam Perspektif HAM dan Konstitusi: Kajian
Reformulasi Kebijakan Penyadapan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang Sesuai
HAM di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Rajawali Pers, 2023), him. 56.

**Endro Prakoso, Marzuki Marzuki, dan Mustamam Mustamam, “Perlindungan Hukum
Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja Menurut Qanun Nomor 7 Tahun 2014 Tentang
Ketenagakerjaan,” Jurnal Ilmiah Metadata Vol. 3, no. 3 (2 September 2021): 1006-22,
doi:https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/97.
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Sementera itu pada Qanun Aceh Tahun 2024 mengenai Pajak Aceh
dan Retribusi Aceh tidak mencantumkan definisi pajak secara eksplisit.
Namun, Pasal 1 angka 14 mendeskripsikan wajib pajak sebagai individu
maupun entitas yang berperan sebagai pembayar, pemotong, ataupun
pemungut pajak, dan yang mempunyai hak serta kewajiban perpajakan
sesuai kerangka hukum vyang berlaku. Rujukan mengenai regulasi
perpajakan di dalam konsideran Qanun Aceh diarahkan pada Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 mengenai Ketentuan
Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal 1 angka 28
peraturan tersebut, diuraikan pengertian hak, dengan penekanan pada hak
atas tanah, termasuk hak pengelolaan, dan bangunan yang berdiri di atas
tanah tersebut, sebagaimana diatur dalam undang-undang yang relevan.

Oleh karena itu, peraturan hukum di Indonesia mendefinisikan hak
berdasarkan subjek dan kepentingan yang diatur dalam setiap undang-
undang maupun ganun. Sebagai contoh, Undang-Undang Hak Asasi
Manusia merumuskan hak dengan cakupan luas, yakni meliputi seluruh hak
mendasar yang melekat dan wajib dijamin pada setiap individu, termasuk
hak mendapatkan pekerjaan serta penghidupan yang layak. Sementara itu,
Undang-Undang Cipta Kerja secara spesifik mengatur hak-hak yang
berkaitan dengan tenaga kerja atau buruh. Adapun Qanun Ketenagakerjaan
memberi penekanan kepada hak-hak pekerja, sedangkan Qanun Pajak lebih
berorientasi pada hak-hak wajib pajak terkait kepemilikan serta pengelolaan
harta benda. Penjelasan mendalam terkait pengertian hak dalam ragam
regulasi tersebut dapat dilihat secara ringkas dalam tabel berikut.

Tabel 2.1. Pemahaman Makna Hak dalam Peraturan Perundang-
Undangan

Pasal yang Relevan Mengatur tentang Analisis Kesimpulan Makna

Aturan Hak Hak

Pasal 1 butir 1: “Hak Asasi Manusia adalah | Menurut pemahaman peneliti,
uu seperangkat hak yang melekat pada hakikat | pengertian hak yang tercantum
HAM | dan keberadaan manusia sebagai mahkluk | dalam Undang-Undang Hak
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan | Asasi Manusia bersifat luas dan
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anugerah-Nya yang wajib dihormati,
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh
negara, hukum, Pemerintah, dan setiap
orang demi kehormatan serta perlindungan
harkat dan martabat manusia”.

menyeluruh, meliputi berbagai
hak mendasar yang melekat
pada setiap individu, seperti
hak  untuk  hidup, hak
memperoleh tempat tinggal,
serta hak untuk menikmati
kesempatan kerja. Seluruh hak
tersebut digolongkan sebagai
hak asasi yang harus dijamin
pemenuhannya bagi setiap
orang, tanpa terkecuali, guna
memastikan martabat manusia
tetap terjaga.

Pasal 88 Avyat (1): Setiap pekerja/buruh

Menurut peneliti, pengertian
hak sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Cipta Kerja
merefleksikan kewajiban
negara secara konstitusional
untuk menjamin terpenuhinya
kehidupan yang bermartabat

berhak atas penghidupan yang layak bagi | bagi kaum pekerja maupun
uu kemanusiaan. Ayat (2) Pemerintah Pusat | buruh. Realisasi hak tersebut
Cipta | menetapkan kebijakan pengupahan sebagai | tampak  melalui  kebijakan
Kerja | salah satu upaya mewujudkan hak | pengupahan yang telah
pekerja/buruh atas penghidupan yang | dirancang dan  ditetapkan
layak bagi kemanusiaan. pemerintah pusat, yang
sekaligus menjadi salah satu
wujud konkret tanggung jawab
negara dalam melindungi serta
meningkatkan taraf
kesejahteraan masyarakat

pekerja.
Berdasarkan pemahaman
Pasal 38 Ayat (3): Hak-hak pekerja/buruh | peneliti, hak menurut Qanun
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf | Ketenagakerjaan dapat
b, meliputi: a. hak atas cuti, apabila | diartikan  sebagai bentuk
memenuhi syarat masa kerja; b. hak atas | perlindungan normatif yang
jaminan sosial; c. hak atas tunjangan hari | secara  otomatis  diberikan
raya; d. hak istirahat (paling singkat 1 | kepada tenaga kerja atau buruh
(satu) hari dalam 1 (satu) minggu); e. hak | guna menjamin kesejahteraan
Qanun | menerima ganti rugi dalam hal hubungan | mereka dalam lingkup
Tenaga | kerja diakhiri oleh perusahaan penyedia | pekerjaan. Perlindungan ini
Kerja | jasa pekerja/buruh, sebelum Perjanjian | meliputi berbagai aspek seperti

Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berakhir
bukan karena kesalahan pekerja/buruh; f.
hak atas penyesuaian upah yang
diperhitungkan dari akumulasi masa kerja
yang telah dilalui; dan g. hak-hak lain yang
telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan dan/atau PK.

hak cuti, jaminan sosial,
pemberian tunjangan hari raya,
waktu  untuk  beristirahat,
kompensasi akibat pemutusan
hubungan kerja yang bukan
hasil kesalahan pekerja,
penyesuaian upah sesuai lama
masa pengabdian, serta hak-hak
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lainnya yang ditetapkan baik
melalui regulasi perundang-
undangan maupun perjanjian
kerja antara pekerja dan
pemberi kerja. Semua unsur
tersebut merupakan manifestasi
dari prinsip keadilan serta
kepastian hukum dalam relasi
antara pelaku usaha dan tenaga
kerja di lingkungan industrial.

X . untuk memperoleh

yang dimaksud dalam konsideran Qanun -

Qa(‘““ Aceh tersebut adalah PP Nomor 35 Tahun mengg_unakan, serta_ menjaga
Pajak kendali terhadap objek pajak

Pasal 1 butir 14: Wajib pajak adalah orang
pribadi atau badan, meliputi pembayar
Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut
Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan Kketentuan
peraturan perundang-undangan.

Salah satu regulasi perundang-undangan

2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam Pasal
1 butir 28 PP tersebut dinyatakan tentang
hak, khususnya tentang hak atas tanah atau
bangunan, yaitu: Hak atas tanah, termasuk
hak pengelolaan, beserta Bangunan di

Peneliti menafsirkan bahwa
yang dimaksud dengan hak
dalam Qanun Pajak merujuk
pada otoritas yuridis yang
dimiliki oleh setiap wajib pajak,
baik individu maupun entitas,

yakni tanah dan bangunan.
Selain itu, hak ini mencakup
pula pelaksanaan berbagai hak
di bidang perpajakan
berdasarkan ketentuan hukum

yang telah ditetapkan dalam

atasnya, sebagaimana dimaksud dalam -
regulasi yang berlaku.

undang-undang di bidang pertanahan dan
Bangunan.

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025.

Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa konsep
mengenai hak masih belum memperoleh rumusan yang standar, baik
menurut pendapat para pakar maupun dalam rumusan hukum positif yang
berlaku. Hal ini disebabkan karena hak itu bersangkut paut dengan konteks
yang dibahas, misalnya bagi tiap manusia, tentu diarahkan pada semua hak
yang melekat dalam diri seseorang, termasuk hak bekerja. Sementara bagi
pekerja, definisi hak tentu diarahkan kepada hak-hak khusus yang harus
dipenuhi di dalam batasan sebagai pekerja, misalnya upah, perlakuan, dan

hak-hak lain yang melekat bagi pekerja.
2. Dasar Hukum
Landasan yuridis utama yang mengatur hak untuk memperoleh

pekerjaan serta kehidupan yang layak terdapat dalam Undang-Undang Dasar
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1945. Penjaminan tersebut tercermin pada ketentuan Pasal 27 ayat (2), Pasal
28A, serta Pasal 28D ayat (2), yang menyiratkan bahwa hak-hak mendasar
manusia tidak hanya merujuk pada ruang lingkup hak sipil dan ranah politik
saja, melainkan juga meliputi hak sosial dan ekonomi. Di antara hak-hak
sosial ekonomi tersebut, terdapat jaminan mengenai kesempatan setiap
rakyat Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan yang pantas sesuai martabat
kemanusiaannya.

Universal Declaration of Human Rights (UDHR) secara eksplisit
mengakui hak fundamental individu terkait pekerjaan yang sesuai.
Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 23 ayat (1), yang menggarisbawahi
bahwa setiap warga berhak mendapatkan kesempatan kerja, memilih bidang
yang diminati, memperoleh lingkungan kerja yang memadai, serta jaminan
atas risiko kehilangan pekerjaan. Sementara itu, ayat kedua menegaskan
perlakuan adil dalam pemberian upah, di mana setiap individu, tanpa
pengecualian ataupun perlakuan berbeda, wajib memperoleh imbalan yang
sepadan untuk pekerjaan yang serupa.

Di dalam bagian pembukaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, ditegaskan bahwa salah satu tujuan utama
perlindungan terhadap pekerja adalah menjamin pemenuhan hak-hak
esensial buruh atau tenaga kerja. Di samping itu, undang-undang ini juga
menekankan pentingnya tercipta peluang kerja yang setara bagi seluruh
tenaga kerja, serta perlakuan yang bebas dari kecenderungan diskriminatif
dalam sektor tersebut. Selain diarahkan untuk mendongkrak taraf hidup para
pekerja beserta keluarganya, perlindungan dimaksud wajib dikaitkan dengan
tuntutan serta perkembangan aktivitas perekonomian yang bersifat dinamis..

Maka, suatu hubungan ketenagakerjaan yang berimbang antara
perlindungan bagi pihak pekerja dengan kebutuhan pengusaha mutlak
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diperlukan sebagai fondasi terciptanya iklim kerja yang adil, efisien, dan
berkesinambungan.®’

Ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 175 Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2006 mengenai Pemerintahan Aceh menegaskan
persamaan hak bagi seluruh tenaga kerja untuk mengakses pekerjaan yang
pantas di kawasan Aceh. Sebagai upaya merealisasikan hak tersebut,
tanggung jawab pun diberikan kepada Pemerintah Aceh beserta pemerintah
daerah di tingkat kabupaten dan kota guna menyediakan kesempatan kerja,
perlindungan tenaga kerja, serta memastikan adanya jaminan berkaitan

dengan aspek ketenagakerjaan bagi para pekerja di wilayah tersebut.

3. Hak Atas Pekerjaan

Kewajiban negara dalam menjamin akses pekerjaan sebagai bagian
dari hak asasi manusia bersifat mendasar dan tak terpisahkan dari hak-hak
utama lainnya, seperti hak untuk hidup, berproses dalam tumbuh kembang,
serta mendapatkan pengakuan akan harkat kemanusiaan. Landasan ini
mengemuka karena hak atas  pekerjaan dapat dikaitkan erat dengan
kemungkinan seseorang memenuhi kebutuhan dasar melalui aktivitas
pekerjaan itu sendiri, sehingga hak memperoleh penghidupan selayaknya
dipandang sebagai penjabaran langsung dari hak hidup manusia yang
meniscayakan terpenuhinya  kebutuhan pokok sebagai prasyarat
keberlanjutan eksistensi.

Ketentuan mengenai hak setiap individu untuk memperoleh
pekerjaan telah mendapat perhatian dan perlindungan secara internasional,
sebagaimana tertuang dalam dokumen International Covenant on Economic,
Social and Cultural Rights (ICESCR). Pasal 11 ayat (2) dari perjanjian
tersebut menekankan pentingnya pemenuhan hak mendasar agar setiap

¥ Mardani Wijaya, “Hak Konstitusional Warga Negara Untuk Bekerja Pada Era

REvolusi Industri 4.0”, Jurnal 1US: Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 7 No. 2, (2019), him.

183.
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orang terhindar dari ancaman kelaparan. Selain itu, Pasal 7 ICESCR
memberikan jaminan bagi setiap warga negara untuk dapat mengakses
pekerjaan serta merasakan manfaat dari aktivitas kerja. Implementasi hak-
hak ini merupakan bentuk komitmen terhadap prinsip penghormatan atas
Hak Asasi Manusia, sehingga pemenuhannya menjadi keharusan untuk
memperkuat martabat dan kesejahteraan manusia.®® Kebutuhan untuk
memastikan setiap individu memperoleh kesempatan kerja yang layak
merupakan suatu kewajiban negara, mengingat hal tersebut tergolong hak
asasi yang telah mendapat jaminan dalam kerangka hukum tertinggi di
Indonesia. Implementasi hak ini berimbas signifikan terhadap meningkatnya
taraf hidup masyarakat, memperkuat harmoni sosial, sekaligus mendorong
kemajuan bangsa secara menyeluruh. Sebagaimana tercantum dalam Pasal
27 ayat (2) UUD 1945, diatur bahwa setiap warga negara memiliki hak atas
akses pekerjaan serta kehidupan yang pantas dan bermartabat. Hak tersebut
tidak sebatas ranah ekonomi, melainkan juga mencerminkan pemenuhan
hak-hak sosial yang berakar pada penghormatan terhadap nilai kemanusiaan
dan harga diri setiap insan.

Negara memiliki tanggung jawab fundamental untuk memastikan
terpenuhinya hak atas pekerjaan, lantaran pekerjaan merupakan instrumen
utama yang memungkinkan individu —memenuhi kebutuhan hidup,
berinteraksi secara konstruktif dalam komunitas, serta mengaktualisasi
potensi yang dimiliki. Apabila hak tersebut terlaksana dengan baik, tercipta
masyarakat yang lebih aktif, tingkat kesejahteraan sosial meningkat, dan
masyarakat dapat mengambil bagian secara optimal dalam proses
pembangunan bangsa. Di samping itu, akses terhadap pekerjaan yang layak

berkontribusi pada terciptanya keadilan di bidang sosial dan turut menekan

38Desy Kiat, Arman Anwar, dan Wilshen Leatemia, “Pemenuhan Hak Atas Pekerjaan
Dan Penghidupan Yang Layak Dalam Negara Yang Mengalami Krisis Ekonomi,” Tatohi:
Jurnal llmu Hukum Vol. 4, no. 5 (31 Juli 2024): 327-36, doi:10.47268/tatohi.v4i5.2437.
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disparitas ekonomi antar kelompok dalam masyarakat. Lebih dari sekadar
membuka peluang kerja, pemerintah berkewajiban untuk memastikan bahwa
jenis pekerjaan yang dihadirkan benar-benar mampu menjamin
kesejahteraan bagi para pekerja serta memberi dampak positif secara kolektif
kepada warga negara.®® Negara bertanggung jawab untuk menjamin
terpenuhinya hak warga negara atas lapangan kerja dengan menerapkan
beragam kebijakan dan menetapkan regulasi yang relevan. Penegasan
tanggung jawab ini termaktub dalam Pasal 5 pada Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2003 yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Dalam Islam, pemerintah ataupun negara juga berkewajiban di dalam
menyediakan tempat tingkat dan memenuhi hak pekerjaan bagi setiap warga
negara. Hal ini selaras dengan keterangan Al-Sallabi, tugas negara
melindungi warganya dan memberi pelayanan, di antaranya yang paling
penting menurut Al-Sallabi adalah pada poin pertama menyediakan tempat
tinggal yang layak, dan poin kedua Al-Sallabi memasukkan pekerjaan
sebagai salah satu tugas penting yang harus dipenuhi negara.*

Dalam konteks, negara atau pemerintah Islam, khususnya di dalam
upaya memenuhi hak atas pekerjaan kepada setiap warga negara, wajib
menyediakan kesempatan kerja dan juga menempatkan setiap orang yang
mampu sesuai dengan kapabilitasnya pada tugas-tugasnya. Pemerintah
memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan dukungan
kepada warga yang tidak dapat menjalankan aktivitas kerja, seperti mereka
yang mengalami keterbatasan fisik, penyakit, usia lanjut, ataupun kelemahan
lainnya sehingga terhambat memperoleh penghidupan secara mandiri.
Tanggung jawab tersebut diwujudkan melalui pendistribusian dana publik

guna menjamin kebutuhan hidup kelompok tersebut. Di samping itu,

¥)_aksanto Utomo, Hukum Jaminan Sosial (Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia,
2020), him. 80.

“Al-Sallabi, Al-Daulah Al-Hadisah..., him. 323.
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pemerintah berkewajiban pula mendorong semangat dan profesionalisme
para pekerja maupun pegawai dengan menciptakan insentif serta iklim kerja
yang kondusif, baik secara emosional maupun sosial, agar kinerja mereka
dapat optimal dan kesejahteraan psikologis terjaga.** Di samping itu negara
juga wajib menetapkan sistem pengupahan, mengumumkan berbagai
kesempatan kerja, serta lainnya.*?

Baik dalam perspektif hukum nasional maupun syariat Islam, negara
bertugas memastikan terpenuhinya hak masyarakat untuk bekerja, antara lain
dengan menciptakan peluang kerja, memberikan pelatihan keterampilan,
mengatur standar upah, serta melakukan disseminasi dan penyuluhan terkait
ketenagakerjaan. Pemenuhan hak ini membawa dampak positif berupa
meningkatnya produktivitas, stabilitas sosial, dan kontribusi masyarakat
terhadap pembangunan serta berkurangnya kesenjangan sosial. Sebaliknya,
jika hak atas pekerjaan tidak terpenuhi, akan timbul berbagai dampak negatif
seperti kemiskinan, tekanan psikologis, ketimpangan sosial, meningkatnya
kriminalitas, serta melemahnya produktivitas dan daya beli masyarakat.
Kegagalan memenuhi hak atas pekerjaan berarti negara tidak menjalankan
amanat konstitusi dan prinsip keadilan sosial, sehingga pemenuhannya
menjadi kewajiban moral, hukum, dan politik yang harus dilaksanakan
secara berkelanjutan.

4. Standar Penghidupan Yang Layak

Prinsip kehidupan yang pantas dan berkualitas merupakan komponen
utama dalam upaya pembangunan sosial yang berorientasi pada keadilan.
Hal ini menunjukkan adanya tuntutan tanggung jawab dari negara beserta
seluruh elemen masyarakat untuk memastikan setiap orang dapat
memperoleh berbagai kebutuhan esensial guna menopang derajat kehidupan

“bid., him. 335.
“1bid., him. 338.
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yang terhormat. Dalam lingkup tersebut, upaya pemenuhan standar hidup
meliputi kecukupan kebutuhan primer pangan, sandang, tempat tinggal serta
keterjangkauan pendidikan, fasilitas kesehatan, pekerjaan yang sesuai
dengan harkat manusia, lingkungan yang sehat, dan perlindungan sosial
yang layak. Berangkat dari fondasi nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip
keadilan sosial, konsep ini menuntut agar kebijakan publik selalu
mengutamakan penghormatan atas martabat manusia. Oleh sebab itu,
pembicaraan tentang kualitas penghidupan erat kaitannya dengan pengakuan
dan pemenuhan hak asasi tiap individu.

Penerapan ketentuan mengenai taraf hidup yang memadai diatur
berdasarkan pedoman Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). KHL sendiri
mengacu pada seperangkat kebutuhan esensial yang wajib terpenuhi
sehingga pekerja beserta keluarganya memperoleh kehidupan yang
memadai, baik dalam konteks kesejahteraan fisik maupun psikis.*
Pertimbangan dari KHL meliputi berbagai aspek. Pertama, kebutuhan
pangan Yyaitu kebutuhan kalori dan nutrisi yang cukup untuk pekerja dan
keluarga berdasarkan standar kesehatan yang direkomendasikan. Kedua,
kebutuhan sandang yaitu pakaian perlengkapan lain yang sesuai untuk
kehidupan. Ketiga, perumahan, berupa biaya sewa atau kredit rumah yang
layak bagi tempat tinggal. Keempat, pendidikan yaitu biaya yang cukup
untuk pendidikan dasar anak-anak pekerja. Kelima, kesehatan, biaya layanan
kesehatan dasar dan asuransi kesehatan. Keenam, transportasi, berupa biaya
transportasi yang diperlukan untuk bekerja, kebutuhan sehari-hari. Ketujuh,
tabungan, pensiun, kemampuan untuk menabung/menyisihkan uang untuk

dana pensiun.*

“Faren, Cheat Sheet Karier Zaman Now: Panduan Karier Untuk Gen-Z dan Milenial
(Bantul: Selat Media, 2024), him. 56.

*Ibid.



35

Menurut Andika Wijaya, kebutuhan primer yang diperlukan oleh
setiap individu agar dapat memperoleh taraf hidup yang pantas merupakan
syarat fundamental dalam mengupayakan terciptanya kondisi sosial yang
sejahtera bagi seluruh masyarakat Indonesia.*> Berdasarkan pandangan yang
disampaikan oleh Urip Giyono, standar kehidupan yang dianggap layak
merupakan hasil penggabungan bermacam-macam unsur kebutuhan pokok
yang setiap hari diperlukan oleh masyarakat. Standar tersebut memberikan
peluang bagi setiap individu untuk menjalani hidup dengan taraf yang bisa
disebut layak secara relatif. Perlu dicatat bahwa tolok ukur atas kelayakan
kebutuhan hidup tersebut bersifat dinamis dan mengalami perubahan seiring
perubahan era maupun lokasi, sehingga antar wilayah dan kurun waktu
berpotensi memiliki perbedaan yang signifikan dalam menentukan batas
hidup layak bagi komunitas setempat.*

Undang-Undang Dasar 1945 memang tidak memberikan definisi
secara langsung mengenai batasan atau tolok ukur kehidupan yang layak.
Namun, dalam rumusan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, terdapat ketentuan
yang menegaskan: “Setiap warga negara berhak memperoleh pekerjaan serta
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Meskipun makna spesifik dari
penghidupan yang layak tidak dijabarkan secara rinci dalam pasal tersebut,
frasa tersebut jelas menunjuk pada kualitas hidup yang berlandaskan nilai-
nilai kemanusiaan. Hak atas penghidupan yang layak dapat dimaknai
sebagai hak setiap individu untuk mengakses pekerjaan yang wajar dan
memperoleh penghasilan yang memadai guna memenuhi kebutuhan dasar
seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, akses pendidikan, dan layanan

kesehatan, termasuk perlindungan sosial yang mampu mengurangi dampak

5.

**Andika Wijaya, Hukum Jaminan Sosial Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), him.

“Urip Giyono, Pembaharuan Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia (Depok:

RajaGrafindo Persada, 2023), him. 167.
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negatif dari keadaan ekonomi yang tidak menentu. Di samping itu, aspek
penghidupan yang layak juga melingkupi hak atas lingkungan kerja yang
aman dan terjaga martabatnya, di mana setiap orang berkesempatan untuk
mengembangkan potensi diri, baik dalam konteks pribadi maupun sosial, di
tengah masyarakat yang mengedepankan prinsip keadilan dan kesejahteraan.

Peraturan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak secara
langsung mendefinisikan standar bagi kehidupan yang layak, namun secara
normatif menuntut pengakuan dan pemenuhan hak setiap pekerja agar
mampu menghasilkan kehidupan yang sesuai dengan martabat manusia.
Merujuk pada Pasal 88 ayat (1) dan (2) undang-undang tersebut, negara
memberi jaminan bahwa tiap individu yang bekerja memiliki hak atas
pendapatan yang memadai, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.
Pelaksanaan hak tersebut diwujudkan melalui kebijakan pengupahan yang
disusun pemerintah, bertujuan melindungi tenaga kerja dari praktik upah
yang tidak adil.

Lebih jauh, penghidupan layak yang dicita-citakan dalam Pasal 88
Undang-Undang Ketenagakerjaan dimaknai sebagai situasi di mana
penghasilan yang didapat mampu mencukupi kebutuhan mendasar pekerja,
meliputi aspek makanan, sandang, tempat tinggal, akses layanan kesehatan,
pendidikan, hingga perlindungan sosial. Dengan demikian, esensi
penghidupan yang layak menuntut adanya jaminan negara untuk
mewujudkan sistem pengupahan yang tidak sekadar adil secara nominal,
tetapi juga mendukung terwujudnya kehidupan yang bermartabat di mana
pekerja terbebas dari kemiskinan, diberi peluang mengembangkan diri
secara sosial maupun ekonomi, dan memperoleh perlakuan yang selaras
dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Undang-Undang Cipta Kerja tidak memberikan definisi yang tegas
mengenai arti dari standar kehidupan yang layak. Namun demikian,

substansi di dalam peraturan tersebut, terutama pada Pasal 46B ayat (2)
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Undang-Undang Cipta Kerja, menekankan perlunya penyelenggaraan
jaminan bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan, dengan tujuan utama
menjaga tingkat kesejahteraan yang manusiawi bagi para pekerja atau buruh
yang terdampak. Selain itu, Pasal 88 Undang-Undang Cipta Kerja
menyiratkan bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab dalam
merumuskan kebijakan pengupahan sebagai bagian dari realisasi hak-hak
pekerja untuk memperoleh kehidupan yang layak selaras dengan prinsip-
prinsip kemanusiaan. Dengan memperhatikan rumusan-rumusan tersebut,
dapat ditarik kesimpulan bahwa pemenuhan kehidupan layak menurut
Undang-Undang Cipta Kerja berkaitan erat dengan upaya memberikan
perlindungan serta pengakuan atas hak-hak fundamental pekerja demi
menjaga dan memelihara kehormatan dan nilai kemanusiaan mereka.

Definisi mengenai standar kelayakan hidup secara eksplisit
tercantum dalam regulasi =~ yang diterbitkan oleh Kementerian
Ketenagakerjaan. Salah satu rujukan utama adalah Peraturan Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per-17/Men/Viii/2005
mengenai Komponen serta Proses Pemenuhan Kebutuhan Hidup Layak.
Pada ketentuan yang tertuang dalam Pasal 1 ayat pertama peraturan tersebut,
diuraikan secara rinci tentang makna kebutuhan hidup layak.

Kehidupan yang layak, yang kemudian disebut sebagai KHL,
merupakan tolok ukur yang wajib dipenuhi seorang pekerja atau
buruh yang belum menikah agar dapat menjalani kehidupannya
secara memadai dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial, dalam
jangka waktu satu bulan.*’

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun
2012, terutama pada Pasal 1 angka 1, mendefinisikan kebutuhan hidup layak
dengan ruang lingkup yang terbatas yakni semata-mata aspek fisik. Dalam

regulasi tersebut, Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dijelaskan sebagai standar

“"Much Nurachmad, Cara Menghitung Upah Pokok, Uang Lembur, Pesangon, dan
Dana Pensiun untuk Pegawai dan Perusahaan (Jakarta: Visi Media, 2009), him. 165-166.
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minimum yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja maupun buruh berstatus
lajang agar mampu memenuhi tuntutan hidup fisik dalam jangka waktu satu
bulan. Dengan demikian, penerapan konsep kebutuhan hidup layak dalam
beleid ini hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan jasmani, tanpa
memperhitungkan dimensi sosial maupun psikologis pekerja.*® Hal tersebut
tercantum dalam Pasal 1 angka 1 pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Kelayakan Hidup.

Berdasarkan keterangan dari Amnesty International, definisi
kehidupan yang bermartabat meliputi terpenuhinya kebutuhan pokok
manusia, seperti akses terhadap nutrisi yang cukup, air minum yang sehat,
serta hunian yang memadai. Selain itu, standar ini menuntut tersedianya
peluang pendidikan, lingkungan kerja yang kondusif dan berkeadilan, serta
fasilitas pelayanan medis. Jaminan sosial juga termasuk di dalamnya, guna
melindungi individu saat menghadapi masa sulit, misalnya ketika terkena
PHK, mengalami gangguan kesehatan, memasuki masa pensiun, atau
menghadapi keadaan yang mengakibatkan kerentanan sosial.*®

Berdasarkan pemaparan United Nations Development Programme
(UNDP), penetapan kehidupan yang memenuhi kelayakan diukur melalui
Human Development Index (HDI), yang berfungsi sebagai indikator
komprehensif atas rata-rata capaian pada aspek-aspek esensial pembangunan
manusia. Aspek tersebut meliputi kadar kesehatan dan umur panjang, tingkat
akses terhadap pendidikan, serta pencapaian taraf hidup yang memadai.
UNDP sendiri memakai istilah decent standard of living untuk menjelaskan

konsep kehidupan layak tersebut, yang pengukurannya difokuskan pada satu

“®Bustoro Aly, Buku Undang-Undang Ketenagakerjaan (Jakarta: limu, 2018), him. 164.

“Amnesty International Indonesia, “Standar Hidup Layak,” Amnesty International
Indonesia, 14 Maret 2023, Diakses pada 11 November 2025, https://www.amnesty.id/referensi-
ham/amnestypedia/standar-hidup-layak/03/2023/.
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indikator utama, yakni pendapatan nasional bruto (GNI) per individu per

tahun sebagai refleksi atas kelayakan standar hidup masyarakat.>

Tabel 2.2. Pengertian KHL

No. Regulasi Konsep/Pengertian KHL
Hak atas pekerjaan dan penghidupan layak bagi kemanusiaan.
Tidak dijelaskan secara eksplisit, namun mencakup akses
1 UUD 1945 | terhadap pekerjaan yang adil, pendapatan cukup, kebutuhan dasar
(pangan, sandang, papan, pendidikan, kesehatan), jaminan sosial,
lingkungan kerja aman dan bermartabat.
uu Penghasilan memenuhi penghidupan layak. Meliputi pemenuhan
2 Ketenagakerj | kebutuhan dasar pekerja (pangan, sandang, papan, pendidikan,
aan kesehatan, jaminan sosial) melalui kebijakan pengupahan.
Hak atas penghidupan layak saat bekerja maupun saat kehilangan
3 UU Cipta | pekerjaan. Mencakup jaminan sosial (JKP), kebijakan
Kerja pengupahan yang adil dan proporsional, serta pemenuhan
kebutuhan hidup minimum secara berkelanjutan.
gerz];m,\elgaléeerr'f KHL adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh
4 17/Men./VIII pekerja/buruh lajang untuk hidup layak secara fisik, non-fisik,
dan sosial selama 1 bulan.
/2005
Permenakert |\ adalah standar kebutuhan pekerja/buruh lajang untuk hidup
S BN, 18 layak secara fisik selama 1 bulan. Fokus hanya pada aspek fisik
Tahun 2012 | ‘&' ' ya pada asp :
Permenaker | KHL adalah standar kebutuhan pekerja/buruh lajang untuk hidup
6 No. 21 layak secara fisik selama 1 bulan. Tidak mencakup aspek non-
Tahun 2016 | fisik dan sosial.
Amnesty Stan_dar hidup Iayak mencakup .kebutuhan _dgsar (_makanan, qir
7 Internasional bersih, tempat tlnggal),_per_wdldlkan1 kondisi kerja yapg_adllz
Indonesia layanan kesehatan, dan jaminan _505|al saat menghadapi situasi
rentan (pengangguran, sakit, pensiun).
Standar hidup layak (decent standard of living) diukur melalui
8 UNDP GNI per kapita, mencakup hidup panjang/sehat, berpengetahuan,
memiliki standar hidup yang layak secara ekonomi dan sosial.

Sumber: Data Diolah, 2025.
Ketentuan mengenai Standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

tercantum secara eksplisit dalam Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan,
yang menegaskan bahwa setiap tenaga kerja berhak atas pendapatan yang
mampu menjamin kehidupan yang harkat

Di

layak serta menghormati

kemanusiaan. samping itu, Undang-Undang Cipta Kerja turut

United Nations, Human Development Index, United Nations Development

Programme (UNDP), Human Development Reports (Amerika: United Nations, 2025), Diakses
pada 11 November 2025, https://hdr.undp.org/data-center/human-development-index.
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menggarisbawahi urgensi pemenuhan hidup yang layak, sebagaimana
tercermin dalam Pasal 1 angka 18.

Secara internasional, prinsip penghargaan terhadap hak atas
kehidupan yang layak telah termaktub dalam sejumlah instrumen global,
salah satunya tercermin di Pasal 25 ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi
Manusia (DUHAM). Instrumen tersebut menggarisbawahi bahwa setiap
manusia memiliki hak untuk mendapatkan tingkat kehidupan yang memadai,
yang mendukung kesehatan dan kesejahteraan baik bagi dirinya sendiri
maupun keluarganya. Ajaran serupa juga diperkuat oleh Pasal 11 Kovenan
Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Kovenan EKOSOB)
dengan menegaskan pengakuan terhadap hak setiap warga dunia untuk
mengakses standar hidup yang pantas, termasuk pemenuhan kebutuhan
esensial seperti makanan, pakaian, dan rumah; serta adanya kepastian bahwa
kualitas hidup akan terus mengalami peningkatan secara berkelanjutan.

Apabila mencermati regulasi yang tertuang dalam Qanun Aceh,
terutama Qanun Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial, dapat
ditemukan penegasan mengenai esensi kehidupan yang bermartabat bagi
setiap individu dalam masyarakat. Salah satu bentuk konkret dari hal
tersebut ialah pengaturan terkait perlindungan sosial, yang dihadirkan
sebagai sistem terorganisir untuk memastikan tiap anggota masyarakat
terpenuhi hak-hak dasar demi mencapai taraf hidup yang layak.

Meskipun dalam Qanun yang dimaksud tidak secara eksplisit
mencantumkan tolok ukur kebutuhan hidup layak (KHL), identifikasi
individu yang mengalami kemiskinan dijelaskan sebagai mereka yang belum
sanggup menunaikan keperluan mendasar seperti pangan, sandang, serta
hunian yang memadai, pendidikan, maupun pelayanan kesehatan.
Pemaknaan ini tercermin pada Pasal 1 angka 18 Qanun tentang
Kesejahteraan Sosial. Berdasarkan ketentuan tersebut, secara implisit dapat

ditarik kesimpulan bahwa parameter KHL menurut Qanun meliputi
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tercapainya kebutuhan konsumsi makanan, pemenuhan sandang, akses
terhadap tempat tinggal yang layak, terpenuhinya hak atas pendidikan, serta
ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai.

Mengacu kepada beberapa aturan regulasi di atas, baik aturan tingkat
global, nasional, lokal, menunjukkan adanya kesamaan dalam hal penetapan
standar Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Hal ini dapat dirinci kembali dalam
tabel berikut ini:

Tabel 2.3. Standar Kebutuhan Hidup Layak.

AT Standar KHL
Lembaga
Terpenuhi kebutuhan dasar yang mencakup pangan, air bersih, tempat
UUD 1945 - o ;
tinggal, pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan.
UU Cipta Terpenuhi kebutuhan pokok (Sandang, Pangan dan Perumahan), serta
Kerja pekerjaan yang layak
UU Tenaga | Terpenuhi kebutuhan pokok (Sandang, Pangan dan Perumahan), serta
Kerja pekerjaan yang layak
Standar hidup layak mencakup pemenuhan kebutuhan dasar, yaitu
UNDP makanan dan air bersih, dan tempat tinggal yang layak, kesempatan
untuk sekolah, kondisi pekerjaan yang adil dan mendukung, layanan
kesehatan, jaminan sosial.
Qanun Terpenuhi kebutuhan dasar makanan, pakaian, tempat berlindung,
Kesejahteraan didikan. dan keseh
Sosial pendidikan, dan kesehatan.

Sumber: Data Diolah Penulis, 2025.

Regulasi yang menguraikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) tidak
sekadar tercantum dalam payung hukum nasional, melainkan dijelaskan
lebih detail

Transmigrasi, pertama kali pada Nomor 17 Tahun 2005, yang kemudian

secara melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
mengalami penyesuaian pada Kepmenakertrans Nomor 13 Tahun 2012
tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup
Layak. Berdasarkan ketentuan tersebut, KHL telah dirumuskan dengan
membagi kebutuhan esensial pekerja ke dalam tujuh kategori, mencakup
total enam puluh komponen mendasar. Rincian mengenai standar KHL
sesuai yang terdapat dalam regulasi tersebut dapat dilihat secara sistematis

melalui tabel yang tersedia pada bagian berikut.
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Tabel 2.4. Standar KHL Berdasarkan Kepmenakertrans Nomor 13

Tahun 2012
. o Jumlah
No Komponen Kualitas/kriteria Kebutuhan
| Makanan dan Minuman
1 | Beras Sedang 10 kg
Sumber Protein :
9 a. Daging Sedang 0.75 kg
b. lkan Segar Baik 1.2 kg
c. Telur Ayam Telur ayam ras 1 kg
3 | Kacang-kacangan : tempe/tahu Baik 4.5 kg
4 | Susu bubuk Sedang 0.9 kg
5 | Gula pasir Sedang 3 kg
6 | Minyak goreng Curah 2 kg
7 | Sayuran Baik 7.2 kg
8 | Buah-buahan (pisang/pepaya) Baik 7.5 kg
9 | Karbohidrat lain (tepung terigu) Sedang 3 kg
10 || Teh atau Kopi Celup/Sachet 2 Dus isi 25
11 | Bumbu-bumbuan Nilai 1 s/d 10 15%
1 Sandang
12 | Celana/ Rok/Pakaian muslim Katun/sedang 6/12 potong
13 | Celana pendek Katun/sedang 2/12 potong
14 | Ikat Pinggang Kulit sintetis, polos 1/12 buah
15 | Kemeja lengan pendek/blouse Setara katun 6/12 potong
16 | Kaos oblong/ BH Sedang 6/12 potong
17 | Celana dalam Sedang 6/12 potong
18 | Sarung/kain panjang Sedang 1/12 helai
19 | Sepatu Kulit sintetis 2/12 pasang
20 | Kaos Kaki Katun, Polyester 4/12 pasang
Perlengkapan pembersih sepatu
21 a. Semir sepatu Sedang 6/12 buah
b. Sikat sepatu Sedang 1/12 buah
22 | Sandal jepit Karet 2/12 pasang
23 | Handuk mandi 100cm x 60 cm 2/12 potong
Perlengkapan ibadah
24 a. Sajadah Sedang 1/12 potong
b. Mukena Sedang 1/12 potong
c. Peci,dll Sedang 1/12 potong
11 Perumahan
25 | Sewa kamar alepgz menampung I 1 bulan
KHL lainnya
26 | Dipan/ tempat tidur No.3, polos 1/48 buah
27 | Perlengkapan tidur
a. Kasur busa Busa 1/48 buah
b. Bantal busa Busa 2/36 buah
28 | Sprei dan sarung bantal Katun 2/12 set
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29 | Meja dan kursi 1 meja/4 kursi 1/48 set
30 | Lemari pakaian Kayu sedang 1/48 buah
31 | Sapu ljuk sedang 2/12 buah
Perlengkapan makan
32 a. Piring makan Polos 3/12 buah
b. Gelas minum Polos 3/12 buah
c. Sendok garpu Sedang 3/12 pasang
33 | Ceret aluminium Ukuran 25 cm 1/24 buah
34 | Wajan aluminium Ukuran 32 cm 1/24 buah
35 | Panci aluminium Ukuran 32 cm 2/12 buah
36 | Sendok masak Alumunium 1/12 buah
37 | Rice Cooker ukuran 1/2 liter 350 watt 1/48 buah
Kompor dan perlengkapannya
38 a. Kompor 1 tungku SNI 1/24 buah
b. Selang dan regulator SNI 10 liter
c. Tabung Gas 3 kg Pertamina 1/60 buah
39 | Gas Elpiji masing-masing 3 kg 2 tabung
40 | Ember plastik Isi 20 liter 2/12 buah
41 | Gayung plastik Sedang 1/12 buah
42 | Listrik 900 watt 1 bulan
43 | Bola lampu hemat energi 14 watt 3/12 buah
44 | Air Bersih Standar PAM 2 meter kubik
45 | Sabun cuci pakaian Cream/deterjen 1.5kg
46 | Sabun cuci piring (colek) 500 gr 1 buah
47 | Setrika 250 watt 1/48 buah
48 | Rak portable plastik Sedang 1/24 buah
49 | Pisau dapur Sedang 1/36 buah
50 | Cermin 30 x 50 cm 1/36 buah
1\ Pendidikan
51 | Bacaan/radio Tabloid/4 band 4 buah/ (1/48)
52 | Ballpoint/pensil Sedang 6/12 buah
V Kesehatan
Sarana Kesehatan
a. Pasta gigi 80 gram 1 tube
53 b. Sabun mandi 80 gram 2 buah
c. Sikat gigi Produk lokal 3/12 buah
d. Shampo Produk lokal 1 botol 100 ml
e. Pembalut atau alat cukur Isi 10 1 dus/set
54 | Deodorant 100ml/g 6/12 botol
55 | Obat anti nyamuk Bakar 3 dus
56 | Potong rambut Di tukang cukur 6/12 kali
57 | Sisir Biasa 2/12 buah
VI Transportasi
58 | Transportasi kerja dan lainnya | Angkutan umum | 30 hari (PP)
Vil Rekreasi dan Tabungan
59 | Rekreasi | Daerah sekitar | 2/12 kali




44

| 60 | Tabungan | (2% dari nilai 1s/d59) | 2% |
Sumber: Kepmenakertrans Nomor 13 Tahun 2012.%"

Merujuk pada pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa
kehidupan yang bermartabat memerlukan terpenuhinya kebutuhan mendasar
sebagai syarat minimal bagi tiap individu dalam menjalani keberadaan mereka,
meliputi kecukupan atas kebutuhan pakaian, makanan, serta tempat tinggal. Hal
ini dapat dipahami di dalam ketentuan sebelumnya. Secara khusus bagi pekerja,
maka standarnya mengacu kepada Kepmenakertrans Nomor 13 Tahun 2012
yang telah dikemukakan sebelumnya. Semua aspek baik dalam konteks pangan,
atau di dalam peraturan tersebut disebut dengan makanan dan minuman,
kemudian pada konteks sandang atau pakaian, serta tempat tinggal, termasuk

kesehatan.

B. Konsep Mas’uliyah Al-daulah dalam Islam

1. Definisi

Istilah mas uliyah daulah tersusun dari dua kata. Untuk memahami
istilah tersebut maka penting dikemukakan terlebih dahulu makna masing-
masing kata tersebut. Kata pertama adalah mas ‘iliyah, yang secara bahasa
berasal dari kata dasar sa'ala. Menurut lbn Manzur, kata dasar sa’ala yang
berarti bertanya, mempunyai berbagai bentuk turunannya seperti yas’alu,
su’alan, sa’alatan, mas alatan, tas’alan, wa sa’alatan. Bentuk lain adalah
mencakup istilah sa’altu (saya bertanya), as’alu (Saya sedang bertanya),
sa’tu (saya telah bertanya), kemudian as ‘alu (saya akan bertanya).*

Dalam Kamus Al-Munawwir, disebutkan berbagai bentuk turunan
kata sa’ala hingga membentuk istilah al-mas i/, yang berarti yang ditanya

atau yang diminta pertanggungjawaban, kemudian membentuk istilah al-

*'Lampiran | Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No.
13 Tahun 2012 Tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup
Layak.

%2|bn Manzar, Lisan al- ‘Arab (Kuwait: Dar Al-Nawadir, 2010), Juz 13, hlm. 338.
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mas ‘iliyah, artinya tabi’ah (pertanggung jawab).>® Istilah al-mas ilivah juga
bermakna penuh rasa tanggung jawab,>* atau akuntabilitas.” Istilah al-
mas il dalam bahasa Inggris bermakna responsible, answerable, serta
accountable, sementara al-masiliyah diartikan sebagai responsibility.”®
Kata mas il juga dimaknai sebagai “that which is demanded or inquired
(responsible)”, artinya tang diminta atau ditanyakan (bertanggung jawab).
Kata mas uliyah kemudian membentuk frasa mas uliyah al-akhlagiyyah
(moral responsibility atau tanggung jawab moral), mas ialiyah al-jina’iyah
(criminal responsibility ataupun tanggung jawab pidana),”’ termasuk frasa
mas ‘uliyah al-daulah (tanggung jawab negara).

Kata kedua dari frasa mas ‘uliyah al-daulah adalah al-daulah, yang
secara bahasa berasal dari kata dasar dawala, atau bentuk kata dasarnya
dawalah, yang bermakna pergantian, giliran, atau perputaran. Bentuk asal
dawala mengalami i’/al (yaitu perubahan fonologi yang terjadi pada huruf
‘illat atau huruf vokal lemah yaitu alif, wawu, ya’ di dalam sebuah kata),
sehingga kata dawala menjadi dala. Kata dawala atau dala ini kemudian
membentuk istilah daulah, selanjutnya membentuk beragam istilah lain,
termasuk al-daulah yang bentuk jamaknya adalah duwalun, bermakna al-
hukiamah (pemerintah, negara), al-mamlakah (kerajaan) ataupun al-a’ilah al-
hakimah (dinasti).”® Yusuf Al-Qaradawi memperkenalkan konsep negara
Islam sebagai sebuah entitas yang berdiri di atas fondasi keimanan dan

pemahaman intelektual, serta menegaskan bahwa negara jenis ini tumbuh

*Munawwir dan Fairuz, Kamus Munawwir..., him. 601.
*Yusuf, Islamic Corporate..., him. 80.
**Sholihin, Buku Pintar Ekonomi Syariah, him. 294.

%6J.M. Cowan, Arabic English Dictionary, Edisi Ketiga (New York: Spoken Language
Services, 1976), him. 391.

*Dib Al-Khadrawi, Qamiis Al-Alfaz Al-Islamiyyah: ‘Arabi Inkilizi, (Beirut: Al-
Yamamah, 2004), him. 229-230.

8 Munawwir dan Fairuz, Kamus Munawwir..., him. 433-434.
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berdasarkan prinsip-prinsip keyakinan dan tata kelola yang terstruktur.
Menurutnya, negara Islam bukan sekadar institusi yang berfungsi
melindungi masyarakat dari ancaman internal maupun serangan eksternal,
melainkan lebih dari itu, memiliki landasan spiritual dan sistematis yang
menjadi pijakan utama dalam penyelenggaraan negara.” Kata "daulah"
sering diidentifikasi dengan dinamika waktu dan peralihan keadaan, serta
dapat pula merujuk pada keberhasilan di medan tempur, pencapaian
kemenangan atas lawan, maupun sejumlah fenomena yang mengalami
proses perputaran atau siklus tertentu.®

Berdasarkan istilah tersebut, dapat dinyatakan secara ringkas bahwa
mas uliyah al-daulah merujuk pada kewajiban negara untuk menjalankan
tanggung jawab pemerintahan.®* Secara esensial, masilivah al-daulah
merujuk pada kewajiban yang harus diemban oleh pemerintah.®® Di dalam
penerapan istilah tersebut dalam konteks ekonomi, tanggung jawab negara
mencakup tiga prinsip dasar, yaitu tanggung jawab negara terkait jaminan
sosial, tanggng jawab negara terhadap keseimbangan sosial, dan tanggung
jawab negara terkait intervensi pasar.® Dalam konteks negara dan hukum
Islam, maka konsep mas ‘aliyah al-daulah menekankan serta menugaskan
negara untuk menjamin kebutuhan seluruh individu.®*

Menurut Muhammad Rida Al-Namr bahwa yang dimaksud dengan
kata mas uliyah atau tanggung jawab adalah dimintanya seseorang untuk
mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri dan perbuatan orang lain

yang bersifat keliru. Kesalahan tersebut bisa berupa pelanggaran terhadap

*yasuf Al-Qaradawi, Min Fikih Al-Daulah fi Al-Islam, (Terj: Katur Suhardi), Edisi
Baru (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2018), him. 19.

%0Al-Sallabi, Al-Daulah Al-Hadisah..., him. 33-34.

®'Shomad, Hukum Islam..., him. 92.

82Fathurohman dkk., “Islamic Economic Politics...,” hlm. 339-341.
3Al-Sadr, Igtisddund..., him. 455, 467 dan 485.

% Aravik, Sejarah Pemikiran..., him. 21.
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kewajiban hukum atau berupa kontraktual, maupun pelanggaran terhadap
kewajiban untuk tidak merugikan orang lain. Dengan demikian, dasar dari
tanggung jawab adalah adanya kesalahan.®® Menurut Muhammad Sa’adf,
yang dimaksud dengan mas uliyah al-daulah adalah tindakan tanggung
jawab negara membentuk suatu hubungan hukum baru antara pihak yang
merugikan dan pihak yang dirugikan. Tanggung jawab negara dipandang
sebagai mekanisme pelaksanaan hukum, dan bukan secara langsung tetapi
melalui prinsip kesetaraan, karena tanggung jawab berarti kerja sama antar
entitas negara dalam membangun perdamaian yang berasakan hukum.®®
Merujuk pada uraian sebelumnya, makna tanggung jawab negara
yang dikenal sebagai mas uliyah al-daulah sebenarnya adalah sebuah
kewajiban esensial yang melekat pada pemerintahan untuk menjalankan
tugas pemenuhan hak-hak warganya beserta perlindungan terhadap mereka.
Konsep mas ‘uliyah al-daulah ini menegaskan peranan pemerintah, baik
yang berada di tingkat nasional maupun daerah, dalam merealisasikan hak-
hak fundamental setiap individu, khususnya terkait akses memperoleh

pekerjaan serta jaminan atas kehidupan yang layak.

2. Dasar Hukum
a. Al-Qur’an
Dalam ajaran Islam, konsep tanggung jawab memiliki cakupan
yang luas, meliputi tanggung jawab pribadi antar sesama manusia
(mas uliyah al-afrad), kewajiban sosial yang menghubungkan individu
dengan komunitasnya (mas ‘uliyah al-mujtama’), serta peran pemerintah
dalam melakukan pengelolaan dan pemenuhan kesejahteraan masyarakat

(mas aliyah al-daulah). Keseluruhan aspek tersebut saling berkaitan erat

®*Muhammad Rida Al-Namr, Mas “iliyah Al-Daulah ‘An Ta’'wid “An Akhta” Al-Qada’
(Kairo: Dar Al-Fikr Al-Jami’1, 2014), him. 17.

%*Muhammad Sa’adi, Al-Mas ‘iliyah Al-Dauliyyah li Al-Daulah fi Dau’ Al-Tasyri’ wa
Al-Qada’ Al-Dauliyyin (Mesir: Dar Al-Misriyyah, 2013), him. 1.
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dan terimplementasikan melalui mekanisme baitul mal sebagai sarana
utama pencapaian keadilan dan pemenuhan hak-hak ekonomi
masyarakat. Hakikat tanggung jawab merupakan kesadaran manusia atas
segala tindakan dan perilaku yang dilakukannya, baik secara sengaja
maupun tidak, sekaligus wujud pengakuan atas kewajiban moral, sosial,
dan spiritual yang harus dipenuhi. Dalam pengertian yang lebih luas,
tanggung jawab bukan hanya sekadar menjalankan kewajiban, melainkan
juga perwujudan dari nilai kesadaran akan hakikat kehidupan yang
berorientasi pada kemaslahatan bersama. Kesesuaian pandangan ini
dapat ditemukan dalam ayat Al-Qur’an, khususnya di Surah Al-Mudatsir
ayat 38, yang menegaskan bahwa individu memiliki tanggung jawab
penuh atas segala tindakan yang telah mereka lakukan.
ij kg eu.w i
Setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah ia lakukan,
(QS. Al-Mudatsir [74]: 38).%"
Kaidah fikih siyasah menggarisbawahi hal ini dengan
menyatakan bahwa:
0 o alll by i) syl 3y
Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar
maslahah,"®
Ketentuan ini tidak sekadar berfungsi sebagai landasan moral,
melainkan juga sebagai acuan normatif yang mengarahkan tata kelola

pemerintahan. Rujukan utamanya diambil dari QS. Al-Nisa’ ayat 58

" Eko Prabowo, Hamidullah Mahmud, “Tanggung Jawab Social Sesama Manusia
dalam Kode Etika Perusahaan”, Advances in Social: Humanities Research, Vo. 2 No. 1, (2024),
him. 94.

®®Muhammad Iqgbal, Fikih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta:
Kencana Prenada Media Group, 2016), him. 18.

% Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih Islam “Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam
Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis”, (Jakarta: Kencana, 2007), him. 147.
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telah diuraikan pada bagian sebelumnya yang menegaskan tuntunan
untuk menyampaikan amanat kepada pihak yang memang layak
menerima serta memutuskan perkara dengan adil. Dengan demikian,
prinsip tersebut menandaskan bahwa selama sebuah sistem pemerintahan
tidak berseberangan dengan asas keadilan dan kemaslahatan publik,

maka sistem itu dapat diterima di dalam ajaran Islam, terlepas dari

bentuknya.
b. Hadist
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Salim telah menceritakan kepadanya, bahwa 'Abdullah bin 'Umar
berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Setiap
kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai
pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah
pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas
rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan
dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri
adalah pemimpin di  dalam urusan rumah tangga suaminya, dan
akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga
tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan
harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas
urusan tanggung jawabnya - tersebut”.”

Hadis ini dicatat oleh Imam al-Bukhari dalam Shahih al-Jami’,
nomor 2278, pada Kitab al-Istigrad wa Ada’ al-Duyiin wa al-Hajr wa at-

Taflis, dalam bab al-‘Abdu ra‘in fi mali sayyidih wa la ya‘mal illa bi

® Imam al-Bukhari, dalam Sahih al-Bukhari, Kitab al-Jumu’ah, no. 844. dan juga
Sahih al-Bukhart, no. 2278; Kitab al-Istiqrad wa Ada’ al-Duyiin wa al-Hajr wa at-Taflis, Bab
al- ‘Abdu ra‘in fi mali sayyidih wa la ya ‘mal illa bi idhnih.
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idhnih, melalui jalur Abdullah bin Umar.”" Selain al-Bukhari, Imam
Muslim bin al-Hajjaj juga meriwayatkannya dalam al-Jami ‘ ash-Shahih,
nomor hadits 1829, pada Kitab al-Imarah, bab Fadilat al-Imam al- ‘Adil
wa ‘Ugiibat al-Ja’ir wa al-hath ‘ala@ ar-rifq bi ar-ra ‘iyyah wa an-nahyu
‘an idkhal masyagqah ‘alaihim, jalur periwayatan sama.’? Ini
memperkuat validitas hadis tersebut karena dikeluarkan oleh dua imam
besar ahli hadis.

Adapun rangkaian sanad hadits ini adalah Abdullah bin
Maslamah al-Qa‘nabi al-Haritsi, seorang perawi dari kalangan shighar
atba‘ at-tabi ‘in yang wafat pada tahun 221 H di Makkah. Menurut Ibnu
Hajar, beliau termasuk perawi yang tsigah lagi ahli ibadah, sedangkan
Imam adz-Dzahabi menilainya sebagai salah satu tokoh besar (‘ahad al-
a‘lam), dan Abu Hatim menegaskan kedudukannya sebagai tsigah
hujjah.” Malik bin Anas al-Ashbahi al-Humairi al-Madani, yang dikenal
sebagai Imam Darul Hijrah, lahir pada tahun 93 H dan wafat 179 H,
berasal dari kalangan kibar atba‘ at-tabi‘in. lbnu Hajar menyebutnya
sebagai pemimpin para ahli hadits yang kuat hafalan dan keteguhannya.
Al-Zahabi menegaskannya sebagai seorang imam besar.” Abdullah bin
Dinar al-Qurasy al-‘Adawi, maula dari Abdullah bin Umar, wafat 127 H
dari kalangan wustha at-tabi‘in. la dinilai tsigah oleh lbnu Hajar dan
disebut al-Imam al-Faqih oleh adz-Dzahabi.” (4) Abdullah bin Umar

™ Muhammad bin Isma’il Bukhari, Shahih Bukhari, (Beirut: Dar lbn Katsir-al-
Yamamah, 1987, cet. 111) 2/848.

2 Muslim bin al-Hajjaj an-Nisaburi, Shahih Muslim, revisi M. Fuad Abdul Bagi’,
(Beirut:Dar lhya at-Turats al-Araby, tth) 3/1457.

8 Ibn Hajar Asgalani, Tagrib at-Tahzib, (Syria: Dar Rasyid, 1986).1/323; Muhammad
bin Ahmad Zahabi, Siyar A’lam an-Nubala’, (Riyadh: Maktabah Syamilah, 2.11) 10/257.

™ |bn Hajar Asgalani, Taqrib at-Tahzib, 1/516; Muhammad bin Ahmad Zahabi,
Tadzkirat al-Huffadz, 1/207.

™ Ibn Hajar Asgalani, Taqrib at-Tahzib, 1/516; Muhammad bin Ahmad Zahabi,
Tadzkirat al-Huffadz, 1/125.
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bin Khattab al-Qurasy al-‘Adawi, sahabat Nabi SAW yang wafat pada
tahun 73 H di Makkah dalam usia 86 tahun.”® Kredibilitas para perawi
yang seluruhnya berstatus tsigah, maka sanad hadis ini dapat dipastikan
berkualitas sahih.

c. Perilaku Sahabat

Dalam kurun waktu sekitar dua tahun ketika Abu Bakar ash-
Shiddig memegang kekuasaan, beliau dihadapkan pada permasalahan
signifikan yang berkaitan dengan pengelolaan finansial pemerintahan.
Beliau dengan ketegasan turun langsung memerangi kaum murtad, nabi-
nabi palsu, serta kelompok yang menolak menunaikan kewajiban zakat.
Dalam menjalankan pemerintah, Abu Bakar tetap berpegang teguh pada
prinsip-prinsip ekonomi yang telah diterapkan Rasulullah SAW,
khususnya dalam hal pengelolaan zakat. Beliau dikenal sangat teliti
dalam menghitung serta mengumpulkan zakat, kemudian dana tersebut
dikelola melalui Baitul Maal. Menariknya, zakat yang masuk tidak
pernah dibiarkan menumpuk lama, melainkan segera disalurkan kepada
pihak-pihak yang berhak hingga habis tanpa tersisa, sehingga perputaran
ekonomi umat tetap terjaga dengan baik.”’

Dalam masa pemerintahan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab
sangat berhati-hati dalam mengelola Baitul Maal. Selain menempatkan
harta di dalamnya, beliau juga terkadang langsung membagikan
seperlima dari ghanimah (harta rampasan perang) kepada kaum
Muslimin sesuai ketentuan syariat.

Selama masa kekhalifahan Utsman bin Affan, manajemen

lembaga Baitul Maal diterapkan secara mandiri, tanpa campur tangan

1/289.

"® Ibnu Abdil Barr, al-Isti’ab fi Ma rifat al-Ashab, (Riyadh: Maktabah Syamilah. 2.11)

" M. Abdul Karim, Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, (Yogyakarta: Bagaskara,

2012), him. 79.



52

pihak lain, di mana para pejabat yang ditugaskan pada kantor
perbendaharaan di berbagai daerah kekuasaan Islam diberikan
kewenangan sepenuhnya untuk mengawasi sekaligus menilai aktivitas
keuangan yang dilakukan oleh gubernur maupun aparatur otoritas
setempat. Pola pengawasan seperti ini pernah memunculkan konflik
antara Sa‘ad bin Abi Waqqash yang menjabat sebagai Gubernur Kufah
dan dikenal memiliki karakter tegas namun kurang hemat dengan
Abdullah bin Mas‘ud, pegawai yang dipercayakan mengelola kas negara,
hingga akhirnya Utsman memilih untuk mengganti kepemimpinan Sa‘ad
lantaran dianggap tidak cermat dalam menjalankan kebijakan fiskal.
Dalam menjalankan kepemimpinan, Utsman bin Affan sendiri menolak
menerima  penghasilan dari  Baitul Maal dan berkomitmen
memprioritaskan pemanfaatan sumber daya negara untuk kebaikan umat,
dengan langkah-langkah nyata seperti memprioritaskan kebutuhan
masyarakat, membebaskan budak setiap hari Jumat, serta memastikan
para janda dan anak yatim mendapatkan perhatian dan jaminan agar taraf
hidup mereka tetap terjaga.

Selama masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib,
pengelolaan Baitul Maal secara konsisten diarahkan untuk menunjang
kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan. Lembaga
keuangan tersebut tidak pernah dialihkan atau dimanfaatkan bagi tujuan
politik, kendati di tengah situasi sengketa dengan Muawiyah. Integritas
pengelolaannya tetap terjaga dan seluruh sumber daya yang ada
difokuskan sepenuhnya bagi kesejahteraan publik. Meskipun sebagian
orang dekatnya menyarankan agar dana Baitul Maal digunakan untuk
memperkuat posisinya, Ali dengan tegas menolak dan menegakkan
prinsip keadilan dalam pengelolaan harta umat. Dalam kesehariannya,

Ali juga menerima bagian dari Baitul Maal sebagaimana rakyat lainnya.
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3. Bentuk dan Contoh Mas "iliyah Al-daulah dalam Islam

Dalam perspektif ajaran Islam, tanggung jawab kekuasaan dan
jabatan kepemimpinan dipandang sebagai suatu amanat yang wajib
dijalankan dengan penuh integritas. Segala tindakan, keputusan, maupun
kebijakan yang diambil oleh pihak berwenang akan dipertanggungjawabkan
baik secara spiritual di hadapan Tuhan maupun di hadapan masyarakat luas.
Figur pemimpin, penguasa, atau khalifah yang disebut dengan istilah ulil
amri, merupakan individu yang memperoleh mandat untuk menjalankan
fungsi al-imarah, yakni mengelola pemerintahan serta memimpin umat.’®
Kepemimpinan dalam bentuk pemerintah atau khalifah merupakan posisi
formal yang melekat pada struktur eksekutif negara. Dalam konteks ini,
pemegang otoritas tertinggi atau pejabat yang mengisi jabatan tersebut
berperan sebagai aparatur pelaksana dalam institusi kekuasaan negara,
dimana mereka dikaruniai mandat guna mengaktualisasikan beragam
ketentuan dan prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan.”

Dalam konteks mas 'iliyah daulah, yakni kewajiban negara, peranan
pemerintah atau yang dikenal dalam khazanah fikih sebagai ulil amri
mengandung beban tugas yang khusus dan signifikan. Al-Mawardi, lewat
karya monumental Al-Ahkam Al-Sultaniyyah, merinci sepuluh bentuk
tanggung jawab utama yang harus diemban oleh ulil amri. Tanggung jawab
tersebut meliputi: menjaga eksistensi agama dan kelangsungannya;
menyelesaikan sengketa secara adil di antara pihak-pihak yang berselisih;
mengamankan kawasan negara berikut fasilitas publik; mengupayakan
penegakan hukum secara konsisten; meneguhkan pertahanan wilayah;
melakukan tindakan tegas terhadap penantang Islam; mengelola dan

mendistribusikan harta fa’i; memungut zakat berdasarkan ketentuan syariat

"®Raghib Al-Sirjani, Maza Qaddam Al-Muslimin li Al-‘Alam, (Terj: Sonif, Masturi
Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), him. 422-423.

®Al-Sallabi, Al-Daulah Al-Hadisah..., him. 268.
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yang berlaku; mengatur dan menentukan besaran gaji serta anggaran
operasional yang dibutuhkan; memilih serta mengangkat individu yang
memiliki kejujuran dan kapasitas profesional; serta turun langsung ke
masyarakat guna menjawab kebutuhan umat dan menghadapi berbagai
persoalan yang muncul. Seluruh tugas tersebut menegaskan pentingnya
otoritas dan peranan aktif pemerintah dalam mewujudkan tata kelola negara
yang berjalan sesuai prinsip agama dan norma hukum syariat.®® Pada karya
lainnya, Imam Al-Mawardi merumuskan tujuh pokok kewajiban dan peran
utama pemerintah, yakni melindungi ajaran agama, memberikan
perlindungan — serta pelayanan  kepada masyarakat, menciptakan
kesejahteraan dan kemaslahatan umum di wilayah kekuasaannya, mengatur
serta mengelola aset negara berdasarkan ketentuan syariat, mencegah
tindakan zalim serta menegakkan keadilan hukum, menjalankan sanksi
secara adil, serta menentukan pejabat atau pembantu pemerintahan yang
memiliki kecakapan dan kompetensi.®

Sementara itu di dalam pendapat Al-Sallabi, menjelaskan tugas-tugas
dan tanggung jawab negara sebanyak 11 tanggung jawab, Vaitu
menyediakan tempat tinggal, pemenuhan hak pekerjaan, dan pemerintah
bertanggung jawab di bidang olah raga, dan pemenuhan hak wanita dan
keluarga, pemenuhan hak anak dan pemuda, pemerintah bertanggung jawab
dalam menangani masalah jompo, pemeliharaan ragam kelompok khusus,
masalah lingkungan, layanan kesehatan, pemerintah bertanggung jawab di
dalam masalah pariwisata, dan pemerintah bertanggung jawab mengurus

sumber pendapatan.®

®AbT Al-Hasan Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah,
Edisi Pertama, (Terj: Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman) (Jakarta: Qisthi Press, 2014), him.
32-33.

8 Abi Al-Hasan Al-Mawardi, Adab Al-Dunya wa Al-Din, (Terj: Jamaluddin), (Jakarta:
Alifia Books, 2020), him. 190-191.

82\|-Sallabi, Al-Daulah Al-Hadisah..., him. 323-460.
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Ibn Khaldiin memandang bahwa inti dari jabatan khalifah maupun
kedudukan imam (pemegang otoritas pemerintahan atau ulil amri) terletak
pada fungsi utama sebagai wakil Allah SWT dalam memelihara stabilitas
agama serta mengatur urusan kehidupan duniawi, sekaligus bertanggung
jawab untuk memastikan keduanya tetap berjalan sesuai dengan prinsip yang
telah ditetapkan, baik ia berperan sebagai khalifah maupun sebagai imam
umat.®® Untuk itu, kewajiban dan tanggung jawab utama ulil amri atau
pemerintah ialah menjaga agama dan kehidupan dunia menjadi baik. Bentuk
dan contoh tanggung jawab negara (al-mas wuliyah daulah) memiliki
beragam bentuk, mencakup semua aspek yang mesti dilakukan negara dalam
kapasitasnya sebagai pengemban amanat yang besar bagi masyarakat,
misalnya di dalam bidang agama, keamanan, hukum, ekonomi, sosial dan
kesejahteraan masyarakat.

a. Bidang agama

Dalam konteks Islam, tujuan dibentuknya pemerintahan
berbentuk negara yang di dalamnya mencakup tujuan kepemimpinan
(kekhalifahan), pengangkatan imam atau pemimpin (ulil amri), ialah
untuk mengurus dan menjaga (%ifz) agama (din) serta negara (daulah)
secara sekaligus. Pandangan sejumlah ulama, termasuk Al-Mawardi,
menunjukkan bahwa salah satu esensi didirikannya institusi kekhalifahan
atau imamah adalah mengambil alih peran kenabian, khususnya dalam
hal menjaga nilai-nilai agama dan mengelola kepentingan hidup
masyarakat secara adil. Dengan demikian, berdasarkan konsensus para
ahli Fikih, keberadaan pemimpin dalam sistem Islam merupakan sebuah
keharusan yang tidak dapat ditawar.®® Khaldin dalam salah satu

pernyataannya juga menyebutkan hal yang sama, bahwa hakikat dari

8Abdurrahman Ibn Khaldan, Mugaddimah Ibn Khaldin, (Terj: Masturi Irham, dkk),
Cet. 9 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), him. 338.

8 Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sultaniyyah..., him. 9.
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jabatan kepemimpinan dan pemerintahan adalah menjaga hal ihwal
agama dan kehidupan dunia.®®

Perintah dalam menjaga agama Allah sudah dijelaskan di
berbagai redaksi ayat Algquran, di antaranya dalam QS. Ali Imran ayat
103:

Berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (age{ma) Allah,

janganlah bercerai berai....

Dalam QS. Muhammad ayat 7 juga dinyatakan sebagai berikut:

T3 Al et 310 2 55 s

Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong (agama)

Allah, niscaya Dia akan menolongmu....

Tanggung jawab negara (al-mas uliyah al-daulah) dalam
menjaga agama adalah salah satu tugas pokok yang wajib terselenggara.
Menurut Al-Zibari, bahwa negara atau politik tidak dipisahkan dari
agama. Dengan demikian, politik tidak terpisahkan dari Islam. Di dalam
pandangan Islam, Tidak ada kontradiksi atau friksi-friksi antara politik
dan agama, karena Islam merupakan akidah dan syariat, agama dan
pemerintahan, sehingga tidak mungkin memisahkan di antara politik
dengan agama di dalam Islam karena agama merupakan seperangkat
kaidah serta hukum yang komplit.*

Menurut pandangan Sa’id Hawwa, entitas negara dalam Islam
dibangun di atas fondasi ajaran Islam, yang berfungsi sebagai pedoman
bagi individu maupun kelompok dalam mengelola berbagai aspek
kehidupan duniawi mereka. Berangkat dari perspektif para ahli hukum

#K haldin, Mugaddimah..., him. 338.
8yad Kamil Ibrahim Al-Zibari, Siyasah Al-Tadarruj fi Tatbiq Al-Ahkam Al-

Syar’iyyah, (Terj: Masturi Irham dan Malik Supar), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022), him.

19.
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Islam, posisi seorang khalifah ditandai dengan adanya dua tanggung
jawab utama. Pertama ialah memastikan pelaksanaan syariat Islam
beserta hukum-hukumnya secara menyeluruh. Kedua ialah mengelola
administrasi pemerintahan negara dengan tetap berlandaskan ketentuan
yang telah diatur oleh syariat Islam. Dalam konteks pemerintahan Islam,
pelaksanaan amanat Tuhan identik dengan upaya mempertahankan
keutuhan nilai-nilai Islam. Dengan demikian, seorang khalifah
diposisikan sebagai figur sentral dalam kepemimpinan Islam yang
berperan aktif dalam mendirikan ajaran Islam dan sekaligus
memperhatikan pengelolaan negara berdasarkan koridor syariat.®’

Dalam konteks kontemporer saat ini tanggung jawab negara
dalam melindungi dan menjaga agama mencakup peran aktif dan
strategis dalam menjaga kebebasan beragama, mencegah diskriminasi,
serta menciptakan ruang publik yang kondusif bagi kehidupan spiritual
masyarakat. Negara bertugas menjamin hak-hak tiap warga negara
menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, wajib melindungi tempat-
tempat ibadah, mencegah ujaran kebencian berbasis agama, serta
menindak tegas segala bentuk intoleransi atau kekerasan atas nama
agama. Di dalam sistem hukum dan kebijakan, negara memastikan
regulasi tidak bertentangan dengan nilai dasar agama yang dianut oleh
masyarakat, serta mendukung proses pendidikan agama.

Negara juga memiliki peranan penting dalam membina
kerukunan antar umat beragama, fasilitasi kerja sama sosial lintas
komunitas, beserta penguatan nilai-nilai toleransi di dalam kurikulum
pendidikan. Dalam era digital, maka perlindungan agama juga bermakna

mengawasi penyebaran konten yang menyesatkan, provokatif, atau

¥Sa’id Hawwa, Al-Islam, (Terj: Abdul Hayyie Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani
Press, 2011), him. 339.
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merusak akidah melalui media sosial dan platform daring. Di sisi lain,
negara harus bersikap netral secara institusional, tidak memihak pada
satu kelompok agama secara eksklusif. Untuk itu, tanggung jawab
negara saat ini lebih kompleks. Perlindungan agama oleh negara ialah
memastikan bahwa agama tetap menjadi sumber etika publik, inspirasi
moral, kekuatan sosial yang membangun peradaban.
b. Bidang keamanan

Tugas dan tanggung jawab negara (al-mas ialiyah al-daulah)
yang lainnya dalam Islam adalah dengan memperkuat bidang keamanan
umat, pertahanan, stabilitas nasional. Al-Sallabi mengemukakan bahwa
adanya kebutuhan bangsa-bangsa Islam dan negara muslim untuk
mewujudkan sistem keamanan dan intelijen yang berkembang yang
melindungi Islam dan kaum muslimin dari musuh, dan berusaha
melindungi barisan muslim di dalam kepemimpinan dari informasi yang
diberi aparat keamanannya yang beriman. Sistem ini harus dibangun di
atas kaidah yang bersumber dari Al-Qur’an, Sunnah, dan akhlak tokoh-
tokohnya merupakan puncak tinggi yang merepresentasikan sifat-sifat
petugas keamanan orang-orang muslim.®

Terdapat beberapa landasan hukum yang menerangkan
pentingnya berupaya mewujudkan keamanan, di antaranya QS. Al-Nisa’

ayat 71:
RSP RSE i R AP SRR (R

Wahai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah dan majulah
(ke medan pertempuran) secara berkelompok-kelompok atau
majulah bersama-sama (serentak).

Ayat lainnya dipahami dalam QS. Al-Nisa’ ayat 102:

8 Al-Sallabi, Al-Daulah Al-Hadisah..., him. 170.
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Bila engkau (Nabi Muhammad) berada di tengah-tengah mereka
(sahabatmu dan dalam keadaan takut diserang), lalu engkau ingin
melaksanakan salat bersama mereka, hendaklah segolongan dari
mereka berdiri (salat) bersamamu dengan menyandang
senjatanya. Bila mereka (yang salat bersamamu) telah sujud
menyempurnakan satu rakaat, hendaklah mereka pindah dari
belakangmu (untuk menghadapi musuh). Lalu, hendaklah datang
golongan lain yang belum salat agar mereka salat bersamamu dan

hendaklah mereka bersiap siaga dengan menyandang
senjatanya.... (QS. Al-Nisa’ [4]: 102)

Selanjutnya dipahami juga dalam QS. Al-Maidah ayat 92:
a Z N P
D135 J32 sl a1y

Taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta

Dalam konteks kontemporer, tanggung jawab negara (mas ‘iliyah
al-daulah) bidang keamanan mencakup perlindungan menyeluruh terkait
jiwa, harta, hak, dan juga martabat warga negara dalam berbagai dimensi
kehidupan modern. Keamanan tidak hanya dimaknai sebagai pertahanan
militer atau penegakan hukum terhadap kejahatan fisik, tetapi mencakup
keamanan digital, keamanan lingkungan, keamanan sosial, dan
keamanan psikologis. Negara bertanggung jawab membangun sistem
keamanan dari ancaman baru seperti terorisme global, kejahatan cyber,
penyebaran hoaks, radikalisme, liberalisme, konflik horizontal berbasis
identitas, menjamin kebebasan sipil dan HAM, ketertiban umum dan
stabilitas nasional.

c. Bidang supremasi hukum
Pemerintah atau negara (daulah) juga mempunyai tanggung

jawab (al-mas uliyah) dalam menegakkan hukum di tengah-tengah
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masyarakat. Karena itu, Abi Ya’la menyatakan dalam salah satu
pernyataannya bahwa salah satu syarat yang mesti ada bagi seorang
pemerintah, adalah memiliki kemampuan dalam menegakkan ketentuan
hukum, terutama hudiid.* Al-Qaradawi menegaskan bahwa pemerintah
memikul kewajiban penting dalam membangun serta menjaga supremasi
hukum di tengah masyarakat. Pemimpin atau penguasa, menurut
pandangannya, memiliki misi utama untuk melaksanakan dan
menegakkan ketetapan hukum yang bersumber dari ajaran Allah Swt.*
Menurut -~ pendapat yang disampaikan oleh para ulama,
pemerintahan wajib dijalankan oleh individu yang memiliki pengetahuan
mendalam mengenai norma-norma hukum serta mampu menerapkan
aturan Islam secara konsisten. Selain memahami landasan hukum, figur
yang memimpin pemerintahan juga mesti beragama Islam, sehingga
dapat menegakkan syariat dalam setiap aspek kebijakan dan pelaksanaan
tugas kenegaraan.” Dalam era pemerintahan yang mengusung prinsip-
prinsip modernitas, pengabaian terhadap nilai-nilai hukum Islam
bukanlah hal yang dapat dibenarkan. Esensi hukum Islam harus tetap
lestari dan berfungsi, yang salah satunya diimplementasikan melalui
peran otoritas negara. Pemimpin, yang merupakan representasi
pemerintah, memegang tanggung jawab  substansial  dalam
mengaktualisasikan hukum Islam ke dalam praktik kenegaraan. Bahkan,

transformasi hukum Islam menjadi bagian dari regulasi formal, yakni

89 AbT Ya’la Muhammad bin Al-Husain Al-Farra® Al-Hanbali, Al-Akkam Al-Sultaniyyah
(Beirut: Dar Al-Kutb Al-"Ilmiyyah, 2000), him. 20.

Ovasuf Al-Qaradawi, Sivasah Al-Syar ‘iyvah  fi Dau’ Nusis Al-Syari’ah  wa
Magqasiduha, (Terj: Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2019), him. 53.

*‘Muhammad Tahir Azhary, Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan
Hukum Islam, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015), him. 395.
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diadopsi sebagai peraturan perundang-undangan, merupakan bagian
integral dari tugas yang harus diemban oleh pemerintah.

Cara yang paling ideal dalam menegakkan hukum adalah dengan
melakukan formalisasi hukum-hukum Islam di dalam sebuah negara.
Sebagai ilustrasi dalam konteks ini, bentuk perubahan yang dimaksud
dapat berupa transformasi tata kelola pemerintahan, yakni dari pola
kepemimpinan yang cenderung menolak nilai-nilai Islam menjadi
lembaga negara yang berlandaskan prinsip dan ajaran Islam, di mana
risalah Islam diintegrasikan baik sebagai fondasi keyakinan maupun
tatanan sistem kenegaraan.”® Islam menegaskan adanya kewajiban
politik bagi setiap umat Muslim, yaitu untuk mengatur kehidupannya
dalam sebuah pemerintahan yang dikepalai oleh seorang imam yang
berkomitmen untuk menerapkan hukum berdasarkan Al-Qur’an. Dalam
konteks ini, pemimpin memiliki tugas pokok untuk memformulasikan
dan menjalankan kebijakan ~pemerintahan yang berlandaskan
kepentingan kolektif serta berupaya mewujudkan kesejahteraan dan
keadilan bagi seluruh warga. Prinsipnya, penguasa dilarang
menggunakan kewenangannya hanya untuk mengambil manfaat pribadi,
sebab hal demikian dapat merugikan persamaan hak dan posisi
masyarakat dalam kehidupan bernegara.®*

Dalil tentang keharusan menegakkan hukum dalam Islam
merujuk kepada QS. Al-Nisa’ ayat 58, yaitu menegakkan hukum dengan
adil.

“2yusuf Al-Qaradawi, Al-Halal wa Al-Haram fi Al-Islam, (Terj: M. Tatam Wijaya),
(Jakarta: Qalam, 2017), him. 503.

®yasuf Al-Qaradawi, Madkhal li Ma’rifah Al-Islam, (Terj: Setiawan Budi Utomo),
Cet. 5, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), him. 325.

*Dinda Harum Fisari, RIkha Amelia, dkk, “Implementasi Prinsip Kesetaraan Pada
Masa Kepemimpinan Umar bin Khattab”, JEBS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 2 No. 3,
(2022), him. 693.
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Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah
kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara
manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil....

Selanjutnya dipahami juga dalam QS. Al-Bagarah ayat 213:
& »
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...Allah menurunkan bersama mereka Kitab yang mengandung
kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang
perkara yang mereka perselisihkan....

Keberhasilan pelaksanaan hukum berdasarkan nilai-nilai syariat
Islam sangat bergantung pada keimanan dan kesediaan individu muslim
untuk menerima serta menjalankan aturan tersebut secara konsisten.
Misalnya, seorang hakim dalam mengambil keputusan hukum,
hendaknya senantiasa berlandaskan pada dalil-dalil yang berasal dari
Alguran maupun hadis. Demikian pula, seorang pemimpin atau kepala
negara wajib menjaga penerapan syariat Islam, serta bertanggung jawab
memastikan pelaksanaan norma-norma tersebut terwujud dalam tata
kelola pemerintahan.®

Menurut Al-Sallabi, dalam negara Islam, khalifah juga turut serta
bersama kekuasaan legislatif dalam - mengeluarkan konklusi hukum
karena dirinya termasuk kalangan yang menetapkan hukum (mujtahidin).
Begitu juga berlaku terhadap seorang hakim atau gadi yang memenuhi
sifat-sifat ijtihad, jika ia menetapkan hukum berdasar pendapat, maka dia
berijtihad dalam kapasitasnya sebagai bagian dari mujtahidin bukan
if 96

sifathya sebagai bagian dari anggota kekuasaan yudikatif.”” Dalam

®Yasuf Al-Qaradawi, Madkhal li Dirasah Syari’ah Al-Islamiyyah, (Terj: Ade Nurdin
dan Riswan), (Bandung: Mizan Pustaka, 2018), him. 277.

% Al-Sallabi, Al-Daulah Al-Hadisah..., him. 262.
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kesempatan yang lain Al-Sallabi juga menjelaskan bahwa pembentukan
hukum itu dilaksanakan oleh lembaga tertentu berupa legislatif bersama
dengan eksekutif, karena itu suatu hukum dapat ditegakkan.®’

Pada era modern, keberadaan tanggung jawab negara atau
mas tiliyah al-daulah dalam ranah penegakan hukum berperan sebagai
landasan esensial demi terciptanya keadilan sosial, ketertiban umum, dan
pemenuhan hak-hak setiap individu. Penegakan hukum yang bersifat
supremasi menuntut agar setiap elemen masyarakat, tak terkecuali
aparatur pemerintahan, mematuhi peraturan yang telah ditetapkan
dengan prinsip keadilan secara merata serta konsistensi penerapannya.
Pemerintahan berkewajiban menyusun dan melaksanakan perangkat
hukum yang terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, serta steril dari
pengaruh politik maupun kepentingan tertentu kelompok, sehingga
hukum benar-benar berdiri sendiri sebagai pengayom bagi seluruh
rakyat. Negara juga bertanggung jawab dalam menjamin akses terhadap
keadilan hukum bagi setiap lapisan masyarakat, termasuk kelompok
marginal, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang
efektif dan berintegritas. Di era modern ini, tanggung jawab negara pada
konteks hukum juga mencakup perlindungan terhadap kebebasan sipil,
hak atas privasi, dan juga jaminan hukum dalam ranah digital. Negara
juga bertanggung jawab mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi,
dan juga diskriminasi hukum dan memastikan bahwa hukum menjadi
instrumen keadilan sosial.

d. Bidang ekonomi
Negara (dal-daulah), di dalam hal ini melalui pemimpin (khalifah

atau ulil amri) memiliki tugas dan tanggung jawab (al-mas uliyah)

% Ali Muhammad Al-Sallabi, Al-Barlaman fi Al-Daulah Al-Hadisah Al-Muslimah,
Terj: Masturi Irham dan Malik Supar (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2016), him. 34.
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dalam menjaga dan memperbaiki serta mengatur masalah ekonomi.
menurut Al-Sadr, bahwa tugas negara dan pemerintahan dalam masalah
ekonomi ada tiga aspek, yaitu memberikan jaminan sosial, dan menjaga
keseimbangan sosial, serta melakukan intervensi atau zas i.* Salah satu
contoh konkret yang mesti dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk
tanggung jawab di dalam bidang ekonomi adalah negara mengatur pasar
(hisbah), mengelola Baitul Mal, zakat, dan mencegah riba serta
penimbunan. Contoh lainnya adalah dengan berusaha agar harga barang
di pasar stabil, hal ini dilakukan dengan cara melakukan intervensi
(tas '7r) atau disebut juga dengan fas i al-ijbari.” Jika terjadi harga tidak
stabil negara memiliki tanggung jawab agar turut mengintervensi harga

pasar. Dalilnya QS. Al-Bagarah ayat 188.

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan
yang batil.... (QS. Al-Bagarah [2]: 188).

Ayat serupa juga ditemukan di dalam QS. Al-Nisa’ [4] ayat 29:

o ol K <K 8T Y il @i

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kalian memakan
harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar)... (QS. Al-
Nisa’ [4]: 29).

Ayat tersebut tidak hanya terbatas pada pembahasan hukum
tas’ir, melainkan berfungsi sebagai prinsip dasar yang mengatur secara
menyeluruh setiap bentuk larangan memperoleh harta milik orang lain
secara tidak sah. Dalam penafsirannya terhadap ayat tersebut, Al-Qurtub1
melalui karyanya Jami’ Al-Ahkam Al-Qur’an mengemukakan bahwa

kandungan hukum yang ditekankan dalam ayat tersebut bersifat

%BAl-Sadr, Iqtisdduna..., him. 455-485.
%\Wahbah Al-Zuhaili, Al- ‘Ugiid Al-Musammah fi Qaniin Al-Mu’amalat Al-Madaniyyah
Al-Imarati wa Al-Qaniin Al-Madani Al-Urdunt (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2014), him. 54.
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universal—berlaku untuk seluruh pengikut Nabi Muhammad, bukan
sekadar individu tertentu. Adapun larangan memperoleh kekayaan
dengan metode yang tidak dibenarkan ini, cakupannya sangat luas,
meliputi berbagai praktik yang tercela secara moral maupun hukum,
seperti praktik perjudian, tindakan perampasan, penipuan, serta
penimbunan barang atau ihtikar, di antara contoh lainnya. Baik ulama
terdahulu maupun para cendekiawan di era modern, termasuk di
antaranya Ibnu Qayyim, telah mengakui keluasan makna dan implikasi
ayat terkait.'® Al-Qaradawi,'® dan Al-Zuhaili,'® dan lainnya.
Semuanya menyatakan bahwa negara punya tanggung jawab di dalam
mengintervensi harga pasar sekiranya terjadi ketidakstabilan harga pasar,
bertujuan agar ekonomi umat berjalan dengan baik.

Dalam konteks kontemporer, tanggung jawab negara (mas ‘iliyah
al-daulah) di bidang ekonomi mencakup pengelolaan sumber daya
secara adil, berkelanjutan, dan juga berpihak pada kemaslahatan publik.
Negara wajib menjamin stabilitas ekonomi, mencegah ketimpangan
sosial, harus memastikan distribusi kekayaan. Di dalam sistem ekonomi
Islam, negara berperan sebagai regulator, fasilitator dan juga pelindung
terhadap praktik ekonomi yang merugikan masyarakat seperti riba,
monopoli, eksploitasi, dan korupsi. Negara juga bertanggung jawab
menyediakan lapangan kerja yang layak, mendukung sektor produktif
misalnya pertanian, industri dan juga Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) serta menjamin akses terhadap pendidikan dan

pelatihan keterampilan ekonomi.

1%bn Qayyim Al-Jauziyyah, Al-Turq Al-Hukmiyyah fi Sivasah Al-Syar iyyah, (Terj: M.
Muchson Anasy), (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), him. 638.

YU Al-Qaradawi, Madkhal li Dirasah Syari’ah Al-Islamiyyah, him. 188.

1%\Wahbah Al-Zuhaili, Al-Fikih Al-Isiami wa Adillatuh, Jilid 4, (Terj: Abdul Hayyie al-
Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), him. 233.
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Di era globalisasi dan digitalisasi ini, tanggung jawab negara juga
meluas ke pengaturan ekonomi digital, perlindungan konsumen di dalam
melakukan transaksi secara online, penguatan ekonomi lokal agar
mampu bersaing secara global. Negara bertanggung jawab menyusun
kebijakan fiskal dan moneter yang stabil, adil, mengelola anggaran
publik dengan prinsip efisiensi dan transparansi.

e. Bidang sosial dan kesejahteraan

Tanggung jawab negara juga berkaitan dengan masalah sosial dan
kesejahteraan masyarakat. Bidang ini cukup banyak jumlahnya
mencakup masalah sosial kemasyarakatan, lingkungan hidup, hubungan
antar warga, jaminan sosial, bidang pekerjaan, dan lainnya. Al-Mawardi
menyatakan, bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab pemerintah
atau imam adalah menjaga penduduk dan merawat umat, dan
memakmurkan negeri dengan bersandar kepada kemaslahatan.'®

Ayat yang relevan dengan tanggung jawab ini adalah di dalam
QS. Al-Nahl ayat 90:

Sl esd 2 A8 Ul s ety ey Jldy 4 b &y

036 oS 1Sy @J\j
Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan,
dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang

perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi
pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat.

Negara memiliki keharusan untuk memenuhi kebutuhan esensial
warganya, seperti penyediaan pangan, sandang, serta pemukiman yang
layak. Di samping itu, dalam sektor sosial, pemerintah turut berperan
mendistribusikan dana zakat serta memperhatikan kesejahteraan

golongan kurang mampu seperti fakir miskin dan anak yatim. Dalam

183 Al-Mawardi, Adab Al-Dunya wa Al-Din..., him. 190-191.
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pandangan Al-Zuhaili, penyelenggaraan solidaritas di tengah masyarakat
merupakan tanggung jawab utama negara. Pemerintah dituntut
menegakkan prinsip keadilan, mencegah terjadinya penindasan, serta
menciptakan iklim kerja sama berbasis nilai-nilai kebajikan dan
ketakwaan melalui langkah-langkah  pemenuhan hak, dengan
memastikan setiap hak diberikan kepada individu yang berhak
atasnya.'™

Tanggung jawab negara sangat besar dalam menjamin
terwujudnya keadilan sosial serta memberikan kesejahteraan bagi
warganya. Al-Buti berpandangan bahwa kewajiban dan tugas yang
diamanatkan kepada pemimpin atau otoritas pemerintahan sejatinya
serupa dengan pranata tanggung jawab yang dulu dijalankan oleh
Rasulullah SAW. Dengan demikian, para penguasa harus memikul
tanggung jawab menyeluruh terhadap bangsa maupun masyarakat yang
dipimpinnya.'® Jadi, dapat dipahami bahwa tanggung jawab negara
(mas uliyah al-daulah) pada bidang sosial dan kesejahteraan merupakan
amanah besar yang bersumber dari prinsip syariat Islam. Negara tidak
hanya berperan sebagai pengatur urusan publik, tetapi juga sebagai
pelindung dan pelayan masyarakat, terutama di dalam menjamin
keadilan, mencegah kezaliman, dan memenuhi hak-hak warga secara
merata. Pemerintah wajib berupaya memakmurkan negeri dengan
berlandaskan kepada tujuan kemaslahatan, membangun solidaritas
sosial.

Pada era modern, tanggung jawab negara dalam hal sosial

maupun kesejahteraan warga meliputi langkah-langkah terpadu guna

1%wahbah Al-Zuhaili, Al-Fikih Al-Islami wa Adillatuh, Jilid 8, (Terj: Abdul Hayyie al-
Kattani, dkk), (Jakarta: Gema Insani Press, 2012), him. 487.

“Muhammad Sa’id Ramadan Al-Biti, Fikih Sirah Nabawiyyah, (Terj: Fedrian
Hasmand, Arifin&Fuad Syaifudin Nur), (Jakarta: Mizan Publika, 2015), him. 118-119.
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menjamin standar hidup yang manusiawi, adil, serta bermartabat bagi
seluruh penduduk tanpa terkecuali, dengan perhatian khusus terhadap
kelompok yang terpinggirkan seperti fakir miskin, anak yatim, lansia,
penyandang disabilitas, dan korban bencana. Negara memiliki kewajiban
untuk mengupayakan distribusi layanan penting, antara lain pendidikan,
kesehatan, tempat tinggal, serta berbagai bentuk perlindungan sosial
secara setara dan inklusif, agar seluruh lapisan masyarakat mendapatkan
hak-hak publik mereka tanpa diskriminasi. Tanggung jawab semacam ini
berpijak pada ajaran Islam yang mengutamakan kepedulian sosial,
pemerataan keadilan, serta pengayoman bagi golongan yang kurang
beruntung.

Tanggung jawab negara ini juga meliputi pengembangan
kebijakan perlindungan sosial yang adaptif terhadap perubahan zaman,
seperti dalam konteks bantuan digital, subsidi energi, program
pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas. Negara punya tanggung
jawab menjadi fasilitator dan juga pelindung di dalam membangun
sinergi antara sektor publik, swasta, dan masyarakat sipil untuk
menciptakan ekosistem kesejahteraan.

Tabel 2.5. Konsep Mas ‘uliyah Al-daulah dalam Islam
dan Masa Sekarang

Bentuk
No. | Mas’aliyah Dalam Islam Masa Sekarang
Al-daulah
Negara mendukung dakwah, Negara menjamin
menegakkan syariat, kebebasan beragama,
1 Menjaga melindungi akidah, dan melindungi tempat ibadah,
Agama membina umat, menjaga mencegah intoleransi, serta
agama dan menegakkan mendukung pendidikan
hukum Islam. agama moderat dan inklusif.
Khalifah membentuk Membangun pertahanan
Menjaga pasukan keamanan, m_enjaga _ _nasi_onal, kepolisian,
2 Keamanan perbatasan, dan menindak | mitigasi bencana, keamanan
kejahatan demi stabilitas digital, melindungi
umat. kelompok rentan.
3 Menegakkan Hukum ditegakkan melalui | Menjamin supremasi hukum
Hukum qadi, berdasarkan syariat, independensi peradilan,




dengan prinsip keadilan dan
tanpa diskriminasi.

perlindungan HAM, akses
keadilan bagi semua warga.

Negara mengatur pasar

Mengatur fiskal/moneter,
mendorong ekonomi

Mengelola (hisbah), mengelola Baitul : -
4 Ekonomi mal, zakat, dan mencegah gruobdsl:g;[ 'zargene%ﬂtﬁglf’:gﬁ’
riba serta penimbunan. 'k P g
onsumen.

Negara menjamin kebutuhan Negara menyediakan

Sosial dan dasar rakyat, jaminan sosial, layanan

5 . mendistribusikan zakat, dan kesehatan, pendidikan,

Kesejahteraan

memelihara fakir miskin
serta yatim.

bantuan sosial, dan difabel
serta lansia.

Sumber: Data Diolah, 2025.

Berdasarkan uraian bentuk-bentuk dan contoh mas ‘iliyah daulah
(tanggung jawab negara) di atas, dapat diketahui bahwa tanggung jawab
negara dalam perspektif Islam merupakan amanah besar yang mencakup
seluruh aspek kehidupan masyarakat, baik spiritual atau material. Negara
mempunyai kewajiban utama untuk menjaga agama, menjamin
kebebasan beribadah, mendukung dakwah dan juga melindungi nilai-
nilai syariat dari penyimpangan atau pelecehan. Di bidang keamanan,
negara bertanggung jawab menciptakan stabilitas dan ketertiban umum
dengan melalui sistem pertahanan, perlindungan warga, penanggulangan
kejahatan. Penegakan hukum menjadi pilar keadilan sosial, yang mana
negara menjamin proses hukum yang adil, transparan, bebas dari korupsi
serta intervensi politik. Pada bidang ekonomi negara berkewajiban
mengelola sumber daya secara adil, mencegah monopoli, dan menjamin
distribusi kekayaan. Tanggung jawab sosial dan kesejahteraan juga wajib
dilaksanakan oleh pemerintahan di dalam Islam, mencakup perlindungan
terhadap kelompok rentan seperti fakir miskin, yatim, difabel, dan
musafir, serta penyediaan layanan publik yang layak seperti pendidikan,

kesehatan, dan jaminan sosial.



BAB TIGA
PEMENUHAN HAK ATAS PEKERJAAN DAN
PENGHIDUPAN YANG LAYAK DI KABUPATEN ACEH
SELATAN

A. Profil Pemerintah Aceh Selatan

Jika ditinjau dari aspek geografis, Aceh Selatan dikelilingi oleh beberapa
daerah penting. Bagian Utara wilayah ini berbatasan langsung dengan
Kabupaten Aceh Barat Daya dan Gayo Lues, di Selatan berbatasan Kota
Subulussalam dan Aceh Singkil, di Barat terhampar Samudera Hindia,
sedangkan di bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tenggara yang
kaya dengan sumber daya alam pegunungan.

Secara administratif, Aceh Selatan terdiri dari 18 Kecamatan. Kecamatan
Kluet Tengah merupakan Kecamatan terluas dengan cakupan sekitar 19,19
persen dari total luas Kabupaten. Sebaliknya, Kecamatan Labuhanhaji menjadi
yang terkecil dengan luas hanya sekitar 1,31 persen. Pada tahun 2013,
pemerintah daerah melakukan pemekaran desa, sehingga jumlah desa yang
semula 248 bertambah menjadi 260 desa, yang bertujuan memperkuat pelayanan
publik serta mempercepat pembangunan di tingkat lokal.*®

Sebagian besar warga Kabupaten Aceh Selatan menetap di kediaman
yang mereka miliki sendiri. Data tahun 2022 mengindikasikan bahwa sebanyak
88,57 persen keluarga mendiami rumah milik mereka, sementara 11,43 persen
tinggal di hunian yang bukan kepemilikan pribadi. Angka kepemilikan tempat
tinggal oleh individu terus bertambah, menjadi 90,08 persen pada 2023 dan
meningkat lagi ke 91,59 persen di 2024. Gambaran mengenai taraf hidup

masyarakat juga tercermin pada statistik kemiskinan. Selama tahun 2024,

106 Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, Statistik Daerah Kabupaten Aceh
Selatan, (Tapaktuan : Badan Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2024), him. 1.
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proporsi penduduk dalam kategori miskin tercatat sebanyak 12,02 persen dari
keseluruhan populasi daerah ini. Indeks kedalaman kemiskinan pada tahun yang
sama menunjukkan penurunan ke level 1,57 persen dari posisi 1,85 persen pada
2023. Demikian pula, indikator keparahan kemiskinan mengalami penurunan,
yakni berada pada angka 0,31 persen di tahun 2024 setelah sebelumnya
mencapai 0,46 persen. Penurunan kedua indeks tersebut menandakan semakin
kecilnya gap pengeluaran di antara kelompok miskin, menyoroti perbaikan
bertahap dalam distribusi kesejahteraan di tengah masyarakat.
Tabel 3.1. Tingkat Kelayakan Hidup Kabupaten Aceh Selatan

| Status Kepemilikan Bangunan Tempat Tinggal
Tahun Milik Sendiri Lainnya
1 2022 88,57 11,43
2 2023 90,08 9,92
3 2024 91,59 8,41
1 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Air Minum
Uraian 2023 2024
4 Air kema_san bermerk/air isi 36,62 52.89
ulang/leding
5 Sumur bor/p_omp_a/sumur 56.96 37.26
terlindung/air hujan
6 | Lainnya 6,41 9,85
11 Perkembangan Tingkat Kemiskinan
Indeks 2022 2023 2024
7 | Persente Penduduk Miskin 12,43 12,10 12,02
Indeks Kedalaman
. Kemiskinan (P1) Ll L5 L
Indeks Keparahan
9 | Kemiskinan (P2) — DAl U
1V Komponen IPM
Uraian 2022 2023
10 | Angka Harapan Hidup 70,56 71,14
11 | Harapan Lama Sekolah 14,69 14,70
12 | Rata-rata Lama Sekolah 8,89 8,91
Pengeluaran per Kapita
& Disgsuaikan ?000 rpr; e i

Sumber: Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Aceh Selatan 2024.
Perkembangan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Aceh Selatan

tercermin melalui variabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang berfungsi

sebagai indikator signifikan dalam penilaian peningkatan taraf hidup penduduk
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setempat. Penyusunan IPM sendiri didasarkan pada tiga landasan utama, yakni
aspek kesehatan yang diukur dengan indikator usia harapan hidup, ranah
pendidikan yang dianalisis melalui rata-rata lama menempuh pendidikan dan
potensi lama sekolah, serta dimensi kesejahteraan yang dievaluasi menggunakan
pendapatan per individu. Ketiganya menjadi tolok ukur penting yang, jika dikaji
secara bersama, mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai
efektivitas upaya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan kualitas hidup
warga sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap layanan kesehatan,
pendidikan yang memadai, serta pemenuhan hak atas penghidupan yang
layak.'%’

Tabel 3.2. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Aceh dan Kabupaten
Aceh Selatan (Tahun), 2020-2023

Tahun Aceh Aceh Selatan
2020 73,29 69,79
2021 73,48 70,12
2022 74,11 70,56
2023 74,70 71,14

Sumber: IPM Provinsi Aceh 2023.
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020, terlihat adanya tren

positif pada Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Aceh Selatan selama
periode 2020 hingga 2023. IPM tercatat mengalami kenaikan, dari angka 69,79
pada 2020 menjadi 71,14 di tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan
adanya kemajuan dalam kualitas penduduk, yang mencakup dimensi kesehatan,
pendidikan, serta taraf kehidupan secara umum. Walaupun terjadi perbaikan,
tingkat IPM yang dicapai Kabupaten Aceh Selatan masih tergolong dalam
kategori menengah. Dengan demikian, diperlukan langkah-langkah strategis

yang berkesinambungan untuk mendorong peningkatan mutu sumber daya

1% Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, Statistik Daerah Kabupaten Aceh

Selatan, (Tapaktuan : Badan Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2024), him. 19.
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manusia, sehingga wilayah Aceh Selatan dapat bertransisi menuju kategori IPM
tinggi.

Pada tahun 2023, angka pengangguran di kalangan laki-laki di Aceh
Selatan menunjukkan penurunan yang cukup berarti, yakni dari 4,48 persen di
tahun sebelumnya menjadi 2,91 persen. Berbeda dengan tren tersebut,
pengangguran perempuan justru mengalami lonjakan tajam; di tahun 2022
tercatat sebesar 5,53 persen, sementara tahun berikutnya melonjak hingga 8,8
persen. Jika dilihat dari sisi total, jumlah pengangguran di daerah ini sedikit
menurun, yakni dari 4,82 persen pada 2022 menjadi 4,73 persen pada 2023.
Adapun persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja juga mengalami
penurunan, di mana pada tahun 2022 sebesar 60,69 persen, kemudian turun
menjadi 58,87 persen pada tahun berikutnya.*®

Tabel 3.3. Statistik Ketenagakerjaan Aceh Selatan, Tahun 2022-2023

Uraian 2022 2023
@) 2 ©)

TPAK (%) 60,69 58,87

TPT (%) 4,82 4,73
Angkatan Kerja (Jiwa) 111.431 107.706
-Bekerja 106.060 102.607

-Pengangguran Terbuka 5.371 5.099
Bukan Angkatan Kerja (Jiwa) 72.190 75.259

Sumber: Aceh Selatan dalam Angka 2024.
Dari segi pendidikan, pengangguran paling tinggi berasal dari kelompok

lulusan SMA, dengan jumlah 2.775 orang atau 54,42% dari total pengangguran
terbuka di Aceh Selatan. Namun menariknya, kelompok lulusan SMA juga
merupakan kelompok terbesar yang bekerja, yakni sebanyak 30.666 jiwa.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tenaga kerja di Aceh Selatan didominasi oleh

lulusan SMA, meskipun kelompok ini masih memiliki tingkat kerentanan yang

108 Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, Statistik Daerah Kabupaten Aceh
Selatan, (Tapaktuan : Badan Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2024), him. 8.
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lebih tinggi terhadap pengangguran dibanding lulusan jenjang pendidikan
lainnya.

Sementara itu, berdasarkan status pekerjaan utama, mayoritas pekerja di
Aceh Selatan berstatus buruh/karyawan/pegawai, dengan persentase 38,93%.
Sebanyak 27,72% lainnya berusaha sendiri, sementara 4,61% merupakan
pekerja yang dibantu oleh buruh dengan bayaran. Kondisi ini menunjukkan
bahwa peluang usaha yang mampu membuka lapangan kerja masih relatif
terbatas. Di sisi lain, tercatat kurang lebih 7.170 individu, yang mewakili
persentase sebesar 6,99%, menjalankan peran sebagai tenaga kerja keluarga atau
pekerja tanpa upah. Fenomena ini mengindikasikan Kketerikatan sejumlah
anggota masyarakat pada sektor pekerjaan nonformal serta aktivitas ekonomi
berbasis tradisi yang belum memperoleh jaminan penghasilan tetap.'®

B. Bentuk-Bentuk Implementasi Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan
Yang Layak di Kabupaten Aceh Selatan

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan berbagai upaya di
dalam memenuhi hak-hak masyarakat berupa hak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi pekerja. Sejauh informasi yang dikemukakan oleh
Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Selatan,
masyarakat pencari kerja dan yang telah mendapat pekerjaan, maka ditemukan
ada 6 (enam) bentuk implementasi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh Selatan, sebagaimana
dipahami berikut ini:

1. Penciptaan Lapangan Kerja Baru
Upaya menciptakan lapangan kerja baru di Kabupaten Aceh Selatan

merupakan langkah strategis pemerintah daerah di dalam upaya mengurangi

109 Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, Statistik Daerah Kabupaten Aceh
Selatan, (Tapaktuan : Badan Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2024), him. 8-11.
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pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan. Pemerintah memanfaatkan
potensi daerah, terutama sektor pertanian, perkebunan, perikanan,
pariwisata, sebagai sumber utama dalam membuka peluang kerja. Sektor
perikanan laut di pesisir Samudera Hindia yang kaya hasil tangkapan ikan
dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi nelayan maupun pedagang ikan
lokal. Begitu pula sektor perkebunan kelapa sawit, pala, dan kakao yang
terus digarap untuk menampung tenaga kerja dalam jumlah besar.

Memasuki tahun 2025, otoritas Kabupaten Aceh Selatan mulai
merintis sejumlah inisiatif yang berfokus pada promosi kekayaan lokal, di
antaranya penetapan Rencong Batu, Ber Pala, serta motif Situnjung menjadi
simbol unggulan bidang ekonomi kreatif kawasan tersebut. Selain penguatan
merek lokal, terdapat langkah-langkah lain yang bersifat strategis, seperti
penyelenggaraan pelatihan bagi pelaku UMKM, distribusi sarana produksi,
penyediaan dana usaha, sampai penerapan teknologi digital dalam
operasional bisnis. Pemerintah Daerah Aceh Selatan, bersama dukungan
Pemerintah Provinsi Aceh beserta Bank Indonesia, turut membangun fondasi
serta memperkokoh jaringan ekonomi kreatif lokal secara menyeluruh.**

Di sisi lain, pemerintah daerah Kabupaten Aceh Selatan aktif
menggalakkan pertumbuhan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah
(UMKM) sebagai fondasi utama stabilitas ekonomi wilayah. Peran UMKM
dinilai strategis dalam mengakomodasi kebutuhan tenaga kerja serta
berkontribusi besar sebagai penggerak ekonomi lokal. Beragam program,
mulai dari pendampingan usaha, pemberian fasilitas permodalan, hingga
pelatihan tata kelola bisnis terus digulirkan agar masyarakat terdorong untuk

berinisiatif di bidang kewirausahaan. Dengan demikian, proses penciptaan

"Djakses melalui: https://www.mabesnews.com/kaukus-pemuda-peduli-aceh-selatan-
kp2as-dukung-penuh-program-ekonomi-kreatif-pemkab-aceh-selatan-peluang-emas-bagi-
generasi-muda/, tanggal 17 November 2025.
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kesempatan kerja di wilayah ini tidak semata-mata bersumber dari intervensi
pemerintah, melainkan juga berkat partisipasi aktif penduduk yang
memperoleh dukungan melalui kebijakan daerah.

Di sisi lain, pemerintah daerah berkolaborasi dengan pihak swasta
dan investor untuk mengembangkan sektor industri kecil-menengah.
Kolaborasi ini diharapkan mampu memperluas peluang kerja, khususnya
bagi generasi muda yang membutuhkan lapangan kerja baru. Misalnya,
investasi di bidang industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan
meningkatkan nilai tambah produk dan memperluas kesempatan kerja.
Sinergi pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci dalam
menciptakan lapangan kerja.

Permasalahan terkait lapangan kerja ini adalah tentang informasi
yang cenderung ditutupi, atau informasi tentang lowongan kerja bersifat
tertutup dan tidak terbuka, sehingga masyarakat pencari kerja kebanyakan
tidak mengetahui ada lowongan pekerjaan yang dibuka oleh pemerintah. Hal
ini sebagaimana disampaikan Haikal Kafi Aqsha, menyarankan agar
informasi terkait lapangan kerja harus terbuka dan dapat diakses oleh
umum.’** Hal ini senada dengan keterangan Muhammad Arie Elfandri,
bahwa kesulitan bagi masyarakat terutama pencari kerja adalah terbatas
dalam hal informasi. la juga menyatakan bahwa meskipun lapangan kerja
sudah ada, tetapi masih sangat terbatas, sehingga perlu upaya dalam
memperbanyak lapangan pekerjaan.'*?

Keterangan serupa juga dinyatakan oleh Muhammad Ridho bahwa
saat ini lapangan kerja di Kabupaten Aceh Selatan masih sangat terbatas,

terutama di sektor-sektor yang tidak banyak membutuhkan tenaga kerja. Jika

Hasil Wawancara dengan Haikal Kafi Agsha, Mahasiswa (Belum Bekerja), tanggal
10 September 2025, di Aceh Selatan.

"2Hasil Wawancara dengan Muhammad Arie Elfandri, Mahasiswa (Belum Bekerja),
tanggal 25 September 2025, di Banda Aceh.
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dibandingkan dengan Kota Banda Aceh, lapangan pekerjaan relatif
memadai, masyarakat pencari kerja pandai-pandai agar informasi lowongan
kerja dari pemerintah dapat diperoleh secara cepat. Sementara, di Aceh
Selatan sendiri lapangan kerja sangat sedikit. Karena itu, ia menyarankan
agar pemerintah Aceh Selatan membuka lapangan kerja.*
2. Penetapan Upah Minimum dan Perlindungan Pekerja

Penentuan besaran upah minimum adalah salah satu upaya nyata
pemerintah untuk memastikan terpenuhinya hak pekerja terkait kehidupan
yang bermartabat. Selama tahun 2024, otoritas di Kabupaten Aceh Selatan
menerapkan ketentuan upah minimum provinsi sebagai standar bagi para
pekerja, di mana jumlahnya telah ditetapkan menjadi Rp. 3.685.616,- (tiga
juta enam ratus delapan puluh lima ribu enam ratus enam belas rupiah)
untuk setiap tahunnya. Kebijakan tersebut diberlakukan secara rutin sebagai
bentuk pemenuhan kewajiban pemerintah dalam mengatur tingkat
kesejahteraan tenaga kerja.!** Upah minimum dimaksudkan agar pekerja
memperoleh imbalan yang sepadan dengan beban kerja sekaligus mampu
memenuhi kebutuhan hidup dasar.

Terkait pemenuhan upah minimum, Junaidi menyatakan:

Kita melakukan sosialisasi terhadap pengusaha tentang peraturan
perundang-undangan menyangkut dengan hak dan kewajiban bagi
pekerja. Kita panggil ke sini atau ke tempat pertemuan kita berikan
arahan dan sosialisasi tentang undang-undang, misalnya tentang
upaya minimum yang sudah ditetapkan di dalam peraturan harus
dipenuhi oleh pengusaha.**

13Hasil Wawancara dengan Muhammad Ridho, Masyarakat Aceh Selatan dan Bekerja
di Banda Aceh, tanggal 25 September 2025, di Banda Aceh.

4K eputusan Gubernur Aceh Nomor 500.15.14.1/342/2024 Tentang Penetapan Upah
Minimum Provinsi Aceh Tahun 2025.

5Hasil Wawancara dengan Junaidi, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Aceh Selatan, tanggal 10 September 2025, di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Aceh Selatan.
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Merujuk pada pernyataan tersebut, pendekatan yang digunakan lebih
menitikberatkan pada metode edukasi dan diplomasi guna menjamin
terlaksananya ketentuan upah minimum sebagaimana diatur dalam regulasi
yang berlaku. Dalam praktiknya, penyampaian pemahaman terkait hak serta
kewajiban tenaga kerja, diupayakan melalui berbagai bentuk sosialisasi,
termasuk kunjungan langsung ke instansi terkait maupun pelaksanaan
diskusi terbuka di berbagai pertemuan. Cara ini mencerminkan keinginan
pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap
aspek hukum ketenagakerjaan serta menanamkan nilai kepatuhan, dengan
mengedepankan proses komunikasi dua arah dan bukan sekadar tindakan
represif atau penegakan hukum formal.

Selain upah minimum, aspek perlindungan pekerja menjadi perhatian
penting. Pemerintah daerah, melalui Dinas Ketenagakerjaan, melakukan
pengawasan dan inspeksi ke berbagai perusahaan untuk memastikan bahwa
hak-hak pekerja terpenuhi. Perlindungan ini meliputi hak atas keselamatan
kerja, jaminan kesehatan, cuti, hingga hak berserikat. Ketentuan ini
diterapkan tidak semata-mata pada pekerja formal, melainkan telah
merambah pula ke ranah informal yang memiliki proporsi signifikan di
kawasan Aceh Selatan.

Di sisi lain, pemerintah berupaya menekan praktik ketenagakerjaan
yang merugikan pekerja, seperti pemberlakuan jam kerja berlebihan tanpa
kompensasi, diskriminasi gender ataupun pemutusan hubungan kerja
sepihak. Dalam hal ini, lembaga pengawas ketenagakerjaan memiliki peran
penting dalam memastikan regulasi terlaksana dengan baik. Dengan adanya
penetapan upah minimum dan perlindungan pekerja, masyarakat Aceh
Selatan diharapkan mampu merasakan manfaat nyata dari kebijakan
ketenagakerjaan. Selain memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi
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pekerja, kebijakan ini juga mendorong iklim kerja yang sehat dan
produktif.t*®
3. Pelatihan Keterampilan dan Pendidikan VVokasional

Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menitikberatkan pada
pengembangan kapasitas manusia sebagai prioritas untuk menjamin
terpenuhinya hak masyarakat akan pekerjaan yang memenuhi standar
kelayakan. Salah satu implementasi nyata ialah penyelenggaraan pelatihan
keterampilan dan pendidikan vokasional yang dilakukan di Balai Latihan
Kerja Tapaktuan Aceh Selatan, yang diselenggarakan pada tahun 2024 yang
lalu dan juga pada awal tahun 2025. Program ini ditujukan untuk
memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan praktis kepada masyarakat
agar lebih siap memasuki dunia kerja. Pelatihan yang diberikan mencakup
berbagai bidang, seperti pertanian modern, perikanan, menjahit, tata boga,
pengelolaan bisnis berbasis digital.

Terkait dengan pelatihan kerja ini, Haikal Kafi Agsha menyatakan
dan mengkonfirmasi bahwa pemerintah daerah memang telah melakukan
berbagai upaya pelatihan kerja. la sendiri pernah mengikuti pelatihan pada
bidang komputerisasi pada tahun 2023 yang diadakan oleh pemerintah.™*’

Pendidikan vokasional di Aceh Selatan diselenggarakan melalui
kerja sama dengan lembaga pendidikan, balai latihan kerja, serta pihak
swasta. Salah satunya pada tahun 2025 pelatihan tata rias di Kecamatan
Labuhan Haji yang diikuti sebanyak 105 peserta, kemudian di Trumon
sebanyak 70 peserta. Pelatihan juga dilakukan bidang perbengkelan di
Kecamatan Tapaktuan yang diikuti sebanyak 23 peserta dan Kecamatan

Kluet Utara diikuti sebanyak 21 peserta. Di bidang menjahit di Kecamatan

118 Keputusan Gubernur Aceh Nomor 500.15.14.1/342/2024 Tentang Penetapan Upah
Minimum Provinsi Aceh Tahun 2025.

"Hasil Wawancara dengan Haikal Kafi Agsha, Mahasiswa (Belum Bekerja), tanggal
10 September 2025, di Aceh Selatan.
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Kluet Timur sebanyak 22 orang. Program tersebut melibatkan Dinas
Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Selatan dan atas koordinasi Kecamatan,
kemudian peserta atau masyarakat."*® Melalui program ini diberikan
keterampilan teknis, tetapi juga pemahaman mengenai manajemen usaha dan
kewirausahaan, agar mampu mengembangkan potensi baik sebagai pekerja
maupun sebagai pelaku usaha mandiri.

Program pelatihan ini menyasar kelompok masyarakat tertentu,
seperti pemuda, dan perempuan. Hasil yang telah dicapai sejauh ini seperti
membuka akses yang lebih luas untuk memperoleh pekerjaan atau membuka
usaha kecil. Pelatihan keterampilan berdampak pada individu, juga memberi
efek ganda terkait peningkatan kesejahteraan keluarga dan komunitas.
Melalui pelatihan pendidikan vokasional dan pelatihan, peserta juga
diberikan modal Kkerja, dan ada juga peralatan seperti mesin jahit,
perlengkapan bengkel, dan juga bahan-bahan lainnya. Menurut Junaidi,
program unggulan bidang pelatihan dapat dipahami dalam keterangannya
berikut:

Program unggulan yang dilakukan oleh dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Kabupaten Aceh Selatan yang pertama pelatihan teknik
pengolahan hasil perikanan, hasil pertanian, pelatihan teknik
pengelasan, selanjutnya pelatihan otomotif, habis itu pemberdayaan
BLK, atau Balai Latihan Kerja.™

Mengacu kepada hasil wawancara tersebut, dipahami bahwa program
unggulan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Selatan
menunjukkan fokus strategis pada peningkatan keterampilan teknis melalui
pelatihan-pelatinan berbasis sektor unggulan daerah, seperti pengolahan
hasil perikanan dan hasil pertanian, teknik pengelasan, serta otomotif. Selain

18asil Wawancara dengan Junaidi, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Aceh Selatan, tanggal 10 September 2025, di Kantor Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
Aceh Selatan.

Bphid.
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itu, pemberdayaan Balai Latihan Kerja (BLK) menjadi instrumen penting
dalam mendukung pelatihan ini secara berkelanjutan.
4. Penguatan Sektor Pertanian, Perikanan, dan Perkebunan

Sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan adalah tulang punggung
ekonomi di Aceh Selatan. Sebagian besar penduduk menggantungkan hidup
di sektor ini sehingga penguatan dan pengembangannya menjadi wujud
nyata implementasi hak pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pada tahun
2023-2024, Pemerintah Aceh Selatan memberikan dukungan melalui
penyediaan sarana produksi, seperti benih unggul, pupuk bersubsidi, alat-alat
pertanian modern, pembangunan infrastruktur irigasi. Sementara itu, pada
Oktober 2025 pemerintah juga melanjutkan program tersebut dengan
memberikan dukungan melalui penyediaan sarana produksi.*?

Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, otoritas daerah Aceh Selatan
mengambil langkah untuk  menggalakkan penggunaan teknologi
penangkapan ikan yang berorientasi pada kelestarian lingkungan bagi
kelompok nelayan di wilayah Trumon, Pasi Raja, Sama Dua, serta Labuhan
Haji. Selain itu, pemerintah juga menyalurkan dukungan berupa pemberian
kapal dan perlengkapan penangkapan ikan guna meningkatkan efektivitas
dan keberlanjutan usaha perikanan di kecamatan tersebut. Pemerintah juga
berupaya membangun sentra pengolahan hasil laut agar nilai jual produk
meningkat, sehingga tidak hanya terbatas penjualan ikan segar, tetapi dalam
bentuk olahan.'*

Sementara itu, sektor perkebunan seperti kelapa sawit, karet, pala,
dan kakao juga menjadi prioritas dari pemerintah. Di tahun yang sama,
Pemerintah mendukung peningkatan mutu bibit, memfasilitasi akses pasar

bagi pekebun di Kecamatan Kluet Timur, Kluet Tengah, dan Trumon terkait

1201 pid.
121 hid.
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potensi kebun sawit. Melalui program kemitraan dengan perusahaan,
memperoleh harga jual yang lebih adil.’®® Dengan demikian penguatan
sektor pertanian, perikanan, perkebunan bertujuan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

5. Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah berperan sebagai landasan
esensial dalam proses penguatan ekonomi daerah Aceh Selatan.. Pemerintah
memberikan perhatian khusus terhadap sektor ini karena UMKM terbukti
menyerap tenaga kerja. Melalui ragam program, pemerintah di tahun 2023,
2024, serta awal tahun 2025, memberi dukungan modal usaha dan pelatihan.
Ini bertujuan agar pelaku UMKM mampu berkembang. Selain modal usaha,
pemerintah memberikan fasilitasi berupa pameran produk lokal, promosi
melalui platform digital, serta kemudahan perizinan usaha. Dengan cara ini,
produk UMKM di Aceh Selatan seperti hasil olahan ikan, kerajinan tangan,
hingga produk makanan khas daerah supaya dapat dikenal lebih luas.
Dukungan ini memperkuat daya saing UMKM, ini seperti keterangan
Junaidi berikut:

Kami selaku dinas kan mendata dan turun ke Kecamatan, melihat apa
yang ada pengusaha-pengusaha yang ada di Kecamatan, misalnya
ada pengusaha jual kue, UMKM, maka hal itu menjadi atensi dari
kamlizgian perlu melakukan pelatihan. Kemudian melihat potensi yang
ada.

Terkait dengan modal usaha, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan
juga telah memberikan dukungan modal usaha. Hal ini sesuai keterangan
Muhammad Arie Elfandri, bahwa ia pernah mendapatkan modal usaha dari
pemerintah daerah. Pada saat itu, karena statusnya adalah piatu maka

122 hid,
1231 hid.
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pemerintah secara khusus dalam program pemberian bantuan modal usaha
ini termasuk kategori piatu.'?

Pengembangan UMKM juga diarahkan untuk melibatkan kelompok
masyarakat yang rentan secara ekonomi, seperti perempuan dan pemuda.
Pemerintah memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengakses program
pemberdayaan melalui koperasi, kelompok usaha bersama, maupun
inkubator bisnis. Dengan demikian, UMKM tidak hanya menjadi sektor
ekonomi, tetapi juga instrumen sosial dalam meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan.

Pada dasarnya, upaya pemberdayaan sektor UMKM di wilayah Aceh
Selatan mencerminkan perwujudan hak fundamental masyarakat untuk
memperoleh kesempatan kerja serta kehidupan yang bermartabat. Melalui
sektor ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk bekerja, berkreasi,
sekaligus meningkatkan taraf hidup. UMKM vyang berkembang akan
menciptakan dampak ganda, yaitu meningkatkan kesejahteraan keluarga
sekaligus memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan.

6. Program Jaminan Sosial dan Perlindungan Ekonomi

Selain membuka lapangan kerja dan memperkuat sektor ekonomi,
pemerintah Aceh Selatan juga berupaya mengimplementasikan hak atas
penghidupan yang layak melalui program jaminan sosial. Program ini
mencakup berbagai bentuk bantuan, seperti bantuan sosial untuk keluarga
miskin, subsidi kesehatan, serta program bantuan pangan. Tujuan utama dari
kebijakan ini adalah melindungi masyarakat yang berada pada posisi rentan,
sehingga mereka tetap memiliki jaminan hidup yang layak meskipun tidak

berada dalam dunia kerja formal.

2*Hasil Wawancara dengan Muhammad Arie Elfandri, Mahasiswa (Belum Bekerja),
tanggal 25 September 2025, di Banda Aceh.
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Pemerintah kabupaten bersinergi dengan otoritas nasional untuk
mengimplementasikan berbagai program berskala nasional, di antaranya
adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai
(BPNT), maupun bentuk-bentuk subsidi yang ditujukan kepada kelompok
masyarakat berpenghasilan rendah. Di sisi lain, pemerintah juga
mengembangkan program lokal berupa bantuan modal usaha mikro serta
pemberdayaan ekonomi berbasis desa. Program ini menjadi penopang
penting bagi masyarakat untuk tetap bertahan di tengah kondisi ekonomi
yang dinamis.

Data tahun 2024 tentang penerima bantuan di Kabupaten Aceh
Selatan dapat disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4. Jumlah Rumah Tangga Mendapatkan Bantuan

Tahun 2024.
Kecamatan Jumlah
Trumon 328
Trumon Timur 442
Trumon Tengah 292
Bakongan 243
Bakongan Timur 380
Kota Bahagia 512
Kluet Selatan 651
Kluet Timur 480
Kluet Utara 1.120
Pasie Raja 1.132
Kluet Tengah 375
Tapaktuan 348
Samadua 397
Sawang 670
Meukek 961
Labuhan Haji 437
Labuhan Haji Timur 547
Labuhan Haji Barat 767

Sumber: Publikasi Pemerintah Aceh Selatan Tahun 2024.
Perlindungan ekonomi bagi tenaga kerja di Aceh Selatan tidak hanya

diberikan melalui sistem jaminan sosial, melainkan juga diwujudkan dengan

keberadaan asuransi ketenagakerjaan serta program jaminan kesehatan.
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Kemitraan antara pemerintah setempat dan BPJS Ketenagakerjaan serta
BPJS Kesehatan memastikan akses bagi buruh di sektor formal maupun
informal terhadap perlindungan dari berbagai risiko, seperti kecelakaan saat
bekerja, pemutusan hubungan kerja secara mendadak, dan kebutuhan
perawatan kesehatan. Upaya ini berkontribusi dalam memastikan para
pekerja merasa terlindungi dan mampu bekerja dengan rasa percaya diri.

Program jaminan sosial dan perlindungan ekonomi ini menjadi bukti
nyata bahwa pemerintah Aceh Selatan tidak hanya berfokus pada penciptaan
lapangan kerja, tetapi juga menjamin keberlangsungan hidup masyarakat.
Dengan adanya kebijakan ini, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak benar-benar terwujud, karena masyarakat memperoleh perlindungan,
rasa aman, serta dukungan untuk meningkatkan kesejahteraannya.'?

Mengacu kepada 6 (enam) bentuk implementasi hak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak di atas, maka dapat dipahami bahwa pemerintah daerah
Kabupaten Aceh Selatan pada dasarnya telah melaksanakan beberapa tanggung
jawab bagi pemenuhan hak masyarakat. Meskipun begitu, implementasi tersebut
masih memiliki keterbatasan, bahkan dapat dikatakan belum sepenuhnya
berjalan secara optimal.

Jika ditelaah dalam kerangka Mas uliyah al-daulah menurut ajaran
Islam, berbagai langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Aceh
Selatan—seperti penciptaan lapangan kerja baru, penyediaan dana usaha bagi
pelaku UMKM, serta pelaksanaan pelatihan di beragam bidang—merupakan
bagian dari realisasi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah. Namun,

berdasarkan perspektif prinsip Mas uliyah al-daulah, pelaksanaan program-

125 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang,
yang berlaku sebagai payung hukum utama ketenagakerjaan, menggantikan sebagian besar
ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun
2014 tentang Ketenagakerjaan.
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program tersebut ternyata belum benar-benar mencerminkan esensi tanggung
jawab pemerintah yang ideal menurut Islam. Dalam syariat Islam, kekuasaan
pemerintah mencakup peranan besar dalam menjamin terpenuhinya hak
masyarakat untuk memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang layak. Akan
tetapi, berdasarkan data yang diperoleh melalui wawancara sebelumnya,
kehadiran pemerintah Aceh Selatan di bidang penciptaan lapangan kerja,
penyampaian informasi mengenai pekerjaan, dan pemberian bantuan modal
usaha belum mampu beroperasi secara optimal. Lebih jauh lagi, prinsip
Mas ulivah al-daulah  mengharuskan pemerintah tidak hanya bertugas
menyediakan lapangan pekerjaan dan modal usaha, tetapi juga memiliki
tanggung jawab memberikan kemudahan akses informasi terkait lowongan kerja
bagi selurun warga. Pemerintah pun dituntut untuk terus memperluas
kesempatan kerja dengan memanfaatkan sumber daya manusia serta kekayaan
alam yang tersedia. Sementara itu, dalam hal pendistribusian modal usaha,
masih terdapat hambatan berupa lemahnya mekanisme pengawasan, sehingga
bantuan modal yang diberikan terkadang tidak sampai kepada pihak yang benar-
benar berhak. Dengan demikian, bila diukur melalui prinsip Mas uliyah al-
daulah, pelaksanaan kewajiban pemerintan Aceh Selatan dalam konteks
pemenuhan hak atas pekerjaan dan kehidupan layak masih perlu mendapatkan
penguatan agar dapat memenuhi standar ideal sebagaimana yang ditetapkan

dalam ajaran Islam.

C. Analisis Implementasi Hak Atas Pekerjaan dan Penghidupan Yang
Layak di Aceh Selatan menurut Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 dan
Mas’uliyah Al-daulah dalam Islam

Jaminan atas pekerjaan dan standar hidup layak merupakan salah satu
hak mendasar yang melekat pada setiap individu dalam kerangka kenegaraan,
sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945. Ketentuan tersebut
menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh akses terhadap pekerjaan

dan kehidupan yang sesuai dengan prinsip kemanusiaan. Di dalam rumusan ini,
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tersirat tanggung jawab pemerintah untuk memastikan tersedianya peluang kerja
serta terwujudnya kondisi hidup yang sesuai dengan martabat manusia bagi
seluruh warga. Hak memperoleh pekerjaan tidak hanya sekadar memperoleh
lapangan kerja semata, melainkan juga meliputi peran negara dalam
membangun tata sosial dan sistem ekonomi yang memungkinkan pemenuhan
kesejahteraan rakyat secara berkesinambungan.

Dari sudut hukum, penjabaran mandat konstitusi atas hak bekerja dan
penghidupan layak tercermin dalam peraturan perundang-undangan, yakni
melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang berfokus pada
ketenagakerjaan. Aturan tersebut kemudian mengalami perubahan substansial
lewat penerbitan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,
dan selanjutnya dikukuhkan kembali melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023. Seluruh regulasi tersebut memuat ketentuan komprehensif terkait berbagai
dimensi ketenagakerjaan, meliputi pemenuhan hak-hak tenaga kerja, pola
hubungan industrial, pelatihan dan pengembangan kapasitas, serta penjaminan
aspek perlindungan sosial bagi para pekerja. Tujuan utama dari kebijakan ini
adalah memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, serta
menciptakan iklim ketenagakerjaan yang adil dan berkeadilan sosial. Namun
demikian, dalam praktiknya, kebijakan ini masih perlu dioptimalkan agar benar-
benar berpihak pada pekerja dan masyarakat kecil, khususnya di daerah seperti
Aceh Selatan yang tingkat ketergantungan ekonominya masih tinggi pada sektor
primer.

Dalam kerangka konsep Mas ‘uliyah Al-daulah dalam Islam, tanggung
jawab pemerintah terhadap hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak
punya landasan yang kuat. Prinsip ini kemudian diperkuat oleh kaidah Fikih
siyasah yang berbunyi: “Tasharruful imam ‘alarra‘iyyah manitun bil

maslahah” (Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan
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pada kemaslahatan).® Kaidah ini menegaskan bahwa segala bentuk kebijakan
negara harus berorientasi pada kemaslahatan rakyat, termasuk dalam bidang
ekonomi dan ketenagakerjaan. Dengan demikian, negara berkewajiban aktif
menyediakan lapangan kerja, memfasilitasi keterampilan tenaga kerja, dan
menjamin perlindungan bagi para pekerja agar terhindar dari kemiskinan dan
ketidaklayakan hidup.

Apabila dikaitkan dengan kondisi faktual di Kabupaten Aceh Selatan,
implementasi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak masih
menghadapi sejumlah tantangan serius. Berdasarkan data tahun 2023, jumlah
penduduk yang bekerja mencapai sekitar 102.607 jiwa, atau sekitar 42,85% dari
total penduduk. Namun, angka ini menurun dibandingkan tahun 2022 yang
mencapai 106.060 jiwa. Penurunan tersebut menunjukkan bahwa daya serap
lapangan kerja masih belum optimal. Walaupun angka pengangguran terbuka
mengalami penurunan dari 4,82% menjadi 4,73%, tetapi tingkat partisipasi
angkatan kerja (TPAK) juga menurun dari 60,69% menjadi 58,87%. Hal ini
mengindikasikan bahwa sebagian penduduk usia produktif beralih menjadi
bukan angkatan kerja, yang berarti potensi ekonomi daerah belum dimanfaatkan
secara maksimal.*?’

Terkait dengan pemenuhan hak atas pekerjaan dan juga penghidupan
yang layak di Kabupaten Aceh Selatan, dengan mengacu kepada hasil
wawancara yang telah dikemukakan terdahulu, maka belum sepenuhnya sesuai
dengan konsep al-mas uliyah al-daulah. Hal ini dapat dilihat dari beberapa
aspek:

1. Dilihat dari pembukaan lapangan pekerjaan.

126 Ahmad Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih Islam “Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam
Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis”, (Jakarta: Kencana, 2007), him. 147.

127 Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, Statistik Daerah Kabupaten Aceh
Selatan, (Tapaktuan : Badan Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2024), him. 8.



89

Dalam konteks pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak, maka
pembukaan lapangan kerja merupakan indikator utama tanggung jawab
negara terhadap kesejahteraan rakyat. Namun demikian, berdasarkan hasil
wawancara, terlihat bahwa program-program pelatihan yang dijalankan oleh
Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Aceh Selatan belum
sepenuhnya berujung pada penciptaan lapangan kerja baru yang dapat
menampung banyak pekerja. Meskipun ada, tetapi tidak signifikan.
Pelatihan-pelatihan seperti teknik pengelasan, otomotif, dan pengolahan
hasil pertanian dan perikanan memang penting sebagai upaya peningkatan
kompetensi tenaga kerja, akan tetapi tanpa adanya strategi lanjutan berupa
penyerapan tenaga kerja atau fasilitasi usaha mandiri yang konkret. Dalam
kerangka mas uliyah daulah, negara atau pemerintah (termasuk di tingkat
daerah) tidak hanya berkewajiban memberikan pelatihan, tetapi juga harus
menjamin adanya akses nyata terhadap pekerjaan yang produktif dan juga
berkelanjutan.

Al-Sallabi mengemukakan bahwa syariat telah mewajibkan negara
untuk memelihara kepentingan umum dan menuntutnya untuk melakukan
hal-hal seperti menyediakan kesempatan kerja dan menempatkan setiap
orang yang mampu sesuai dengan kapabilitasnya kepada tugas-tugasnya.
Sebab, hal tersebut termasuk fardu kifayah yang umum dan wajib kepada
negara.'®® Pandangan Al-Zuhaili menggarisbawahi berbagai upaya yang
dapat diambil oleh pemerintah guna memastikan seluruh penduduk
memperoleh penghidupan yang memadai. Salah satu langkah krusial dalam
hal ini adalah pemberian fasilitas lapangan kerja yang sah menurut hukum,
serta pembukaan peluang kerja bermartabat yang menjunjung prinsip

keadilan dan kesetaraan bagi semua individu. Selain itu, pemenuhan

128 Al-Sallabi, Al-Daulah Al-Hadisah..., him. 335.
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kebutuhan mendasar seperti ketersediaan tempat tinggal, makanan, dan
pakaian menjadi aspek utama yang harus diprioritaskan dalam rangka
memenuhi hak-hak warga negara.'?®

Oleh sebab itu, dalam perspektif mas uliyah al-daulah, negara
bersama pemerintah berkewajiban menyediakan peluang kerja secara luas
bagi masyarakat. Jika kesempatan berkarier tidak mengalami perkembangan
dan jumlah penganggur tetap signifikan, maka negara dianggap belum
optimal merealisasikan hak-hak mendasar rakyat secara esensial.

2. Dilihat dari keterbukaan informasi tentang lapangan pekerjaan.

Aspek keterbukaan informasi terkait lapangan kerja juga menjadi
sorotan penting di dalam menilai sejauh mana prinsip al-mas iliyah al-
daulah dijalankan. Berdasarkan wawancara, tidak ditemukan mekanisme
yang sistematis dan transparan di dalam penyebaran informasi lowongan
kerja kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan dinas lebih banyak
bersifat internal dan terbatas kepada forum-forum tertentu, sehingga tidak
menjangkau masyarakat luas. Pada masa di mana arus informasi terbuka
luas, sepatutnya pemerintah di tingkat daerah mengoptimalkan beragam
saluran komunikasi, baik yang bersifat tradisional seperti media cetak
maupun yang berbasis teknologi modern, supaya seluruh masyarakat
memperoleh hak yang sama untuk mengetahui berbagai peluang kerja. Jika
akses informasi masih tertutup, maka risiko terjadinya ketidaksetaraan serta
marginalisasi sosial semakin besar, yang pada akhirnya bertentangan dengan
prinsip keadilan dan kewajiban negara sebagaimana diamanatkan dalam
ajaran Islam. Melalui perspektif mas uliyah al-daulah, negara memikul

tanggung jawab untuk menyediakan distribusi informasi yang transparan dan

129 Al-Zuhaili, Al-Fikih Al-Isiamt..., him. 488.
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merata kepada setiap warga, sebagai bagian dari upaya memenuhi hak
fundamental atas pekerjaan yang layak.
3. Dilihat dari upaya pemerintah dalam memberikan modal usaha.
Pemberian modal usaha oleh pemerintah daerah seharusnya harus
menjadi instrumen strategis dalam upaya untuk mendorong kemandirian
ekonomi masyarakat lokal, khususnya di sektor riil yang menjadi tulang
punggung kehidupan warga. Namun begitu, hasil wawancara terungkap
bahwa bantuan modal yang diberikan belum menyentuh sektor riil secara
optimal dan bahkan banyak yang tidak tepat sasaran. Ketika modal usaha
tidak diberikan kepada pihak yang benar-benar membutuhkan atau tidak
diarahkan pada sektor produktif seperti pertanian, perikanan, atau UMKM
lokal, efektivitas program menjadi rendah dan berpotensi menimbulkan
ketidakadilan. Dalam perspektif mas uliyah al-daulah, negara memiliki
tanggung jawab moral dan struktural untuk memastikan bahwa bagi setiap
intervensi ekonomi diarahkan pada pemberdayaan masyarakat yang lemah
dan terpinggirkan. Ketidaktepatan sasaran menunjukkan lemahnya sistem
verifikasi dan pemetaan kebutuhan masyarakat, sehingga bantuan yang
seharusnya menjadi solusi justru menjadi sumber ketimpangan baru.

Dari perspektif Mas ulivah Al-Daulah, kondisi ini menggambarkan
bahwa pemerintah daerah belum sepenuhnya menjalankan tanggung jawab
moralnya untuk memastikan tersedianya lapangan kerja yang layak bagi
masyarakat. Negara seharusnya hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga
sebagai fasilitator dan pelindung kesejahteraan rakyat. Dalam konteks Aceh
Selatan, kebijakan pembangunan ekonomi masih terfokus pada sektor pertanian,
kehutanan, dan perikanan yang menyerap sekitar 42,33% tenaga kerja.'*

Struktur ekonomi seperti ini menunjukkan belum adanya transformasi signifikan

130 Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Selatan, Statistik Daerah Kabupaten Aceh
Selatan, (Tapaktuan : Badan Statistik Kabupaten Aceh Selatan, 2024), him. 10.
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menuju sektor industri dan jasa yang lebih produktif. Padahal, Islam melalui
prinsip Mas ‘uliyah Al-daulah mengajarkan bahwa pemerintah harus mendorong
pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berorientasi pada peningkatan
kesejahteraan rakyat banyak.

Selain itu, ketimpangan gender dalam dunia kerja juga menjadi perhatian
serius. Tingkat pengangguran perempuan di Aceh Selatan meningkat dari 5,53%
menjadi 8,8% pada tahun 2023Jika ditinjau dari sudut pandang ajaran Islam,
kondisi tersebut jelas tidak selaras dengan nilai-nilai keadilan sosial
sebagaimana ditekankan dalam Surat An-Nahl ayat 97, yang menyatakan bahwa
setiap individu, laki-laki maupun perempuan, apabila beriman dan melakukan
amal baik, akan dianugerahi kehidupan yang berkualitas oleh Allah.

Ketentuan tersebut menandaskan bahwa baik pria maupun wanita
diberikan hak setara untuk mengakses peluang kerja serta kehidupan yang
bermartabat. Dengan demikian, otoritas lokal berkewajiban memenuhi tanggung
jawab etis guna membangun tata kelola ketenagakerjaan yang menghargai
keadilan gender, serta meniadakan perlakuan diskriminatif terhadap kaum
perempuan dalam lingkup dunia kerja.

Dalam perspektif regulasi nasional, kewajiban pemerintah kabupaten
untuk mendorong kesejahteraan komunitas lokal diatur secara spesifik melalui
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait Pemerintahan Daerah. Regulasi
tersebut meletakkan tanggung jawab eksplisit pada setiap pemerintah daerah
guna memfokuskan agenda pembangunan demi tercapainya taraf hidup rakyat
yang lebih baik. Akan tetapi, kenyataan di Aceh Selatan memperlihatkan bahwa
proporsi anggaran daerah masih cenderung dominan untuk komponen belanja
aparatur, sedangkan alokasi bagi pembangunan produktif belum menjadi fokus
utama. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa orientasi anggaran belum

sejalan sepenuhnya dengan nilai-nilai mas iliyah al-daulah, yakni paradigma
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yang menekankan kebijakan negara sebagai instrumen dalam merealisasikan
kepentingan dan kemanfaatan bersama masyarakat.

Dengan memperhatikan keseluruhan aspek tersebut, maka dapat
disimpulkan bahwa implementasi hak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak di Aceh Selatan belum sepenuhnya sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat
(2) UUD 1945 dan prinsip Mas ulivah Al-daulah dalam Islam. Pemerintah
daerah memang telah berupaya menurunkan angka pengangguran dan
meningkatkan pembangunan ekonomi, namun langkah tersebut masih belum
menyentuh akar masalah, yaitu rendahnya diversifikasi ekonomi, keterbatasan
lapangan kerja formal, serta rendahnya kualitas tenaga kerja.

Dalam pandangan Islam, tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan
rakyat bersifat mutlak dan tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, pemerintah
Aceh = Selatan perlu memperkuat kebijakan ketenagakerjaan berbasis
kemaslahatan rakyat, memperluas sektor ekonomi kreatif dan industri kecil,
serta memastikan setiap warga memiliki akses terhadap pendidikan, pelatihan,
dan perlindungan sosial. Hanya dengan demikian, prinsip keadilan sosial dalam
Pasal 27 ayat (2) dan nilai Mas uliyah Al-daulah dapat terwujud secara nyata

dalam kehidupan masyarakat Aceh Selatan.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi hak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak di Kabupaten Aceh Selatan serta analisisnya dalam
perspektif Mas uliyah Al-daulah dalam Islam, maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan telah melakukan sejumlah upaya
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bentuk implementasi tersebut
antara lain melalui penyediaan lapangan kerja sektor pertanian,
perikanan, perkebunan yang menjadi sektor unggulan daerah,
pemberdayaan UMKM untuk mendorong kemandirian ekonomi,
pelaksanaan ~ program  pelatihan  keterampilan  melalui  Dinas
Ketenagakerjaan, memberikan perlindungan sosial dan bantuan ekonomi
masyarakat miskin, serta pendidikan vokasi. Namun, masih terdapat
kendala berupa tingginya tingkat pengangguran pada kelompok
perempuan, dominasi sektor informal yang rentan, serta belum
meratanya kesempatan kerja di seluruh Kecamatan.

2. Ditinjau menurut mas wliyah al-daulah, pemerintah mempunyai
tanggung jawab untuk menjamin kebutuhan dasar rakyat, termasuk
terkait hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Sejumlah
program pemerintah daerah sudah mencerminkan tanggung jawab
tersebut, misalnya dengan mengupayakan distribusi sumber daya
ekonomi, perlindungan pekerja, dan pemberdayaan kelompok rentan.
Akan tetapi, apabila ditinjau secara lebih mendalam, implementasi
tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan idealitas Mas ‘uliyah Al-

Daulah. Hal ini karena masih adanya kesenjangan antara kebutuhan
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masyarakat dengan kapasitas pemerintah menciptakan lapangan kerja,

mengurangi pengangguran dan memastikan kesejahteraan yang merata.
B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, dapat diajukan beberapa saran sebagai
rekomendasi.

1. Bagi, Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dapat meningkatkan upaya
memperluas kesempatan kerja melalui pengembangan sektor potensial,
seperti pertanian modern berbasis teknologi dan perikanan berkelanjutan,
pariwisata berbasis budaya serta alam, serta industri kreatif yang mampu
menyerap tenaga kerja secara signifikan.

2. Bagi Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Selatan, kualitas program
pelatihan kerja perlu ditingkatkan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan
pasar kerja dan dapat mendorong masyarakat punya keterampilan praktis
yang relevan dengan perkembangan zaman, sehingga mereka tidak
hanya siap masuk ke dunia kerja formal tetapi juga mampu menciptakan
usaha mandiri.

3. Koordinasi antar instansi pemerintah daerah perlu diperkuat agar supaya
kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan pemberdayaan ekonomi
berjalan secara terpadu dan tepat sasaran.

4. Masyarakat di Kabupaten Aceh Selatan hendaknya lebih proaktif dalam
memanfaatkan program pemerintah yang tersedia, baik berupa pelatihan

keterampilan, bantuan permodalan, maupun fasilitasi usaha kecil.
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Lampiran 2 : Potokol Wawancara

Judul Skripsi : Hak Atas Pekerjaan Dan Penghidupan Yang

Layak Menurut Pasal 27 Ayat (2) Dalam UUD
1945 Dan Mas uliyah Al-daulah Dalam Islam
(Studi Kasus Di Kabupaten Aceh Selatan).

Orang yang diwawancarai  : Bapak Junaidi, S.P

No

Dartar Pertanyaan

Pertanyaan Umum

1

Bagaimana pandangan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten mengenai
kewajiban pemerintah dalam menjamin hak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (2)
UUD 1945?

Apa visi dan misi utama Dinas Ketenagakerjaan dalam rangka
mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat
di daerah ini?

Pertanyaan Program dan Implementasi

Apa saja program unggulan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten yang
secara langsung bertujuan membuka lapangan pekerjaan baru?

Apa saja program Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Aceh Selatan yang
telah terealisasikan? dalam hal menyangkut tentang hak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak, Dimana? dan Kapan?

Bagaimana mekanisme pemerintah daerah dalam melakukan pelatihan
keterampilan kerja bagi masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan pasar
kerja?

Apakah ada program khusus untuk memberdayakan pekerja sektor
informal seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan yang banyak
digeluti masyarakat di Kabupaten ini?

Bagaimana upaya Dinas dalam meningkatkan perlindungan hak-hak
pekerja, terutama terkait upah minimum, jaminan sosial, dan kondisi
kerja yang layak?

Pertanyaan Tantangan dan Hambatan

Apa tantangan terbesar yang dihadapi pemerintah daerah dalam
menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat?

Bagaimana Dinas Ketenagakerjaan mengantisipasi masalah
pengangguran terdidik (lulusan perguruan tinggi) yang jumlahnya
semakin meningkat?

10

Bagaimana Dinas menanggapi permasalahan pekerja migran (tenaga
kerja ke luar daerah/luar negeri) yang sering kali menghadapi berbagai
persoalan hukum maupun sosial?
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Pertanyaan Evaluasi dan Harapan

11 | Bagaimana evaluasi Dinas Ketenagakerjaan terhadap program-program
ketenagakerjaan yang telah berjalan selama lima tahun terakhir? Apakah sudah
efektif menekan angka pengangguran?

12 | Apa langkah strategis yang akan dilakukan Dinas Ketenagakerjaan dalam
jangka panjang untuk menjamin tercapainya penghidupan yang layak bagi
masyarakat Kabupaten ini?

13 | Apa pesan atau imbauan Dinas kepada masyarakat, terutama generasi muda,
dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dan mendukung kebijakan
pemerintah?

Lampiran 3  : Dokumentasi Wawancara

KABUPATEN ACEH SELATAN |
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Gambar tampak depan kantor Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten
Aceh Selatan
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Wawancara dengan Junaidi, S.P., Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi Kabupaten Aceh Selatan.



